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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini.Banyak pilihan dan ketentuan
transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang
berstandar diinternasional, nasional maupunketentuan yang khusus digunakan
penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus,
yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia,
tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana
tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic
Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

dl

| = Tidak dilambangkan o=a
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«=b L=th
o=t L =dh
Si=ts ¢ = ‘(koma menghadap keatas)
z=] £=oh
c=h —=f
¢ =kh é&=q
a=d d=K
i=dz J=1I
o= p=m
BEY: o=n
=S S=W
=8y »=h
u==sh s=Y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk

pengganti lambang “¢”.

C. Vokal, Panjang dan Diftongs

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis
dengan “a”, kasroh dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bancaan

panjangmasing-masing ditulis dengan cara berikut:
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Vokal (a) panjang ="amisalnya Js menjadi
Qda Vocal (i) panjang = i misalnya Jg
menjadi Qila Vocal (u) panjang = “u
misalnya s menjadi D'm
Khusus untuk bancaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = s misalnya J& menjadi
gawlun Diftong (ay) = -~ misalnya s
menjadi khayrun
D. Ta’marbuthah

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat.
Tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 3w sl 3Ju) menjadi
al- risalat al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditranslitrasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya U
des ) & menjadi firahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah
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Kata sandang berupa ““al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimatyang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya’ Allahkanawama lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem tranliterasi. Perhatikan contoh
berikut ini:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal
dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”,

“Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”
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ABSTRAK

Lin Lie Bintan Illa, 19220055, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Sistem
Transaksi Quick Commerce Modern. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim
Malang, Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Product Liability, Quick Commerce, UU Perlindungan
Konsumen, Figh Muamalah

Berdasarkan problematika yang ditemukan penulis, terdapat konsumen yang
mengalami kerugian. Kerugian terjadi ketika konsumen melakukan transaksi jual
beli sayuran secara online dalam platform akun Instagram mlijo.malang.
Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut berupa produk yang datang
ketangan konsumen tidak sesuai dengan yang telah ditawarkan oleh
mlijo.malang. Produk yang sampai kepada konsumen dalam keadaan rusak.
Dalam pengiriman pesanan konsumen, mlijo.malang menggunakan sistem
pengantaran niaga cepat (quick commerce) yang seharusnya dapat meminimalisir
kerusakan barang jika barang yang rusak berupa layu ataupun busuk.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan
pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jika ditinjau
dengan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 ayat (b)
dan (c) mengenai memberi informasi yang jelas dan jujur dan melayani
konsumen dengan benar. Dan apabila pelaku usaha melanggar Pasal 8 tentang
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sehingga terbukti menyebabkan
kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha juga bertanggung jawab mengenai
kerugian tersebut. Tanggung jawab tersebut tercantum dalam Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat (1), dimana
pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh
konsumen. Kemudian dalam figh muamalah wujud perlidungan konsumen yang
dicantumkan dalam Al-A’raf ayat : 85. Kemudian terdapat khiyar, yaitu hak
untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Untuk produk
yang rusak atau cacat, konsumen dapat melakukan khiyar aib.

Hasil dari penelitian ini, ditinjau dari UUPK pelaku usaha mlijo.malang
melakukan ganti rugi akan kerugian konsumen. Ganti rugi yang dilakukan adalah
dengan melakukan pengembalian dana. Ganti rugi yang dilakukan mlijo.malang
sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (2). Ditinjau dari figh muamalah, kerugian
konsumen dikategorikan sebagai kerugian kerusakan. Sehingga tanggung jawab
yang dibebankan adalah Dhaman Itlaf (ganti rugi karena keruskan) dan bentuk
ganti rugi yang dilakukan tergolongkan Jawabir Naqdiyah yaitu ganti rugi
dengan mengembalikan nilai jual (al-gimah).

XXI



ABSTRACT

Lin Lie Bintan Illa, 19220055, Responsibility of Business Actors in a Modern Quick
Commerce Transaction System. Thesis, Department of Sharia Economic Law,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang,
Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Product Liability, Quick Commerce, Consumer Protection Law,
Figh Muamalah

Based on the problems found by the author, there are consumers who
experience losses. These losses arise when consumers make online vegetable
buying and selling transactions on the mlijo.malang Instagram account platform.
The losses experienced by these consumers in the form of products that come into
the hands of consumers are not in accordance with what has been offered by
mlijo.malang business actors. Products that reach consumers are products in a
damaged state. In sending consumer orders, mlijo.malang uses a quick commerce
delivery system which should be able to minimize damage to goods if the
damaged goods are withered or rotten.

This research uses a type of empirical research, using a sociological
juridical research approach. In collecting data using interview, observation and
documentation methods. If reviewed using Law No. 8 of 1999 concerning
Consumer Protection, business actors have obligations stipulated in Article 7
paragraphs (b) and (c) regarding providing clear and honest information and
serving consumers properly. And if business actors violate Article 8 regarding
prohibited actions for business actors, so that they are proven to cause losses to
consumers, then business actors are also responsible for these losses. This
responsibility is stated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection
Article 19 Paragraph (1), where business actors are required to be responsible for
losses suffered by consumers. Then in figh muamalah the form of consumer
protection is listed in Al-A'raf verse: 85. Then there is khiyar, which is the right to
choose between continuing or canceling the trade. For damaged or defective
products, consumers may commit khiyar disgrace.

The results of this study, viewed from the UUPK mlijo.malang business
actors compensate for consumer losses. The compensation made is by making a
refund. The compensation made by mlijo.malang is in accordance with Article
19 paragraph (2) of the UUPK. Meanwhile, when viewed from the figh
muamalah, consumer losses are categorized as damage losses. So that the
responsibility imposed is Dhaman Itlaf (compensation for damage) and the form
of compensation carried out is classified as Jawabir Nagdiyah, namely
compensation by returning the selling value (al-gimah).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era zaman yang modernisasi seperti saat ini, manusia tidak dapat lepas
dari pemanfaatan teknologi. Teknologi menjadi suatu kebutuhan manusia untuk
mempermudah segala aktivitasnya. Perkembangan teknologi dibuktikan dengan
adanya kehadiran e-commerce. E-commerce adalah suatu transaksi komersial yang
dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan
perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan
hak®.

Perdagangan secara online (e-commerce) saat ini mengalami pertumbuhan
signifikan. Dikutip dari Indonesia.go.id. bisnis e-commerce di Indonesia semakin
menjanjikan, apalagi di masa pandemi. Bisnis dagang berbasis digital diproyeksi
tumbuh 33,2 persen dari 2020 yang mencapai Rp. 254 triliun menjadi Rp. 337
triliun pada tahun 2021. Dilihat dari sisi perilaku konsumennya, di semua lini
dagang berbasis online tren transaksi berbasis digital terjadi peningkatan sepanjang
masa pandemi. Selain itu, adanya teknologi yang semakin mapan diiringi dengan

kecepatan transaksi yang semakin mudah dan cepat membantu akselerasi bisnis

1 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal (Malang : UIN-Maliki
Press, 2011), 126.



digital jenis tersebut?.

Kemajuan perdagangan online (e-commerce) dibuktikan dengan
munculnya model bisnis baru yaitu quick commerce (niaga capat), yaitu
merupakan model perdagangan cepat yang menekankan pada waktu
pengiriman relatif singkat dengan tujuan untuk memberi kemudahan,
pengiriman cepat, dan kepedulian terhadap konsumen. Perdagangan cepat (
quick commerce) memiliki waktu yang singkat dalam proses pengantaran
pesanan dan penerimaan barang daripada pesanan di e-commerce biasanya®.
Dalam transaksi e-commerce sebagai upaya memberi perlindungan kepada
konsumen dikenal dengan istilah tanggung jawab produk/tanggung jawab
produsen atau yang biasanya dikenal dengan istilah product liability. Product
liability adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya
kedalam peredaran yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat
yang pada produk tersebut*. Dengan adanya kesadaran pelaku usaha terhadap
tanggung jawab secara hukum (product liability) tersebut pelaku usaha

memiliki kesadaran dengan masalah perlindungan konsumen yang

2 Firman Hidranto, “Bisnis E-Commerce Semakin Gurih,” Indonesia, 23 Februari 2021, diakses 31
Mei 2023, https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-E-Commerce-

semakin-gurih
3 P Madhan Kumar, Jeswanth A R, dkk, “Sentimental Analysis on Quick Commerce Platform

Instagram Based on Customer Reviews in Google Play Store,” International Journal of Research In
Science & Engineering, no. 6(2022): 32 https://doi.org/10.55529/ijrise.26.29.42

4 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ( Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2004), 23.
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menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen®. Di Indonesia mengenai
perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab produk dalam media digital masih sangat minim
diterapkan oleh para pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha akan keamanan
dan keselamatan konsumen perlu untuk ditingkatkan. Banyak pelaku usaha
yang melakukan kecurangan dalam transaksi e-commerce. Dikutip dari
Kompas.com dalam tujuh tahun terakhir, Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) mencatat barang palsu sebagai keluhan yang dominan.
Tulus Abdi selaku ketua YLKI mengatakan bahawa pengaduan dominan yang
dikeluhkan konsumen di e-commerce itu barang tidak sampai, barang tidak
diterima konsumen, dan adanya penipuan terkait barang palsu®.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19
Ayat 1 menjelaskan mengenai beberapa tanggung jawab pelaku usaha apabila
konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha.
Dalam Pasal 19 Ayat 1 Pelaku usaha bertanggung jawab mengganti rugi atas
kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan. Konsumen

memiliki hak yang harus ditegakkan yang tercantum dalam Undang-Undang

% Renny Supriyatni Bachro, “Product Liability sebagai salah satu alternatif perlindungan terhadap
keamanan dan keselamatan konsumen,” Jurnal Sosiohumaniora, no.1(2003): 57
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5277/2656

® Dinno Baskoro, “Barang Palsu di Marketplace Jadi Keluhan Pembeli,” Kompas, 23 Februari 2022,
diakses pada 31 Mei 2023, https://lifestyle.kompas.com/read/2022/02/23/153355020/barang-palsu-di-
marketplace-jadi-keluhan-pembeli
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Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4, yaitu sebagai berikut :

1.

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Fakta yang terjadi dalam transaksi belanja sayuran secara online,

banyak ditemukan konsumen yang merasa dirugikan. Kerugian konsumen

tersebut disebabkan produk yang dikirimkan oleh pihak sayur online tidak

sesuai dengan pesanan konsumen. Dikutip dari media massa twitter terdapat

konsumen yang merasa dirugikan karena produk yang dikirimkan oleh salah

satu Platform jual beli sayuran secara online dengan kasus sebagai berikut :

1.

@ratuatlantiss mengalami kerugian karena orderan yang tidak lengkap
berupa 5 dimsum yang tidak sampai ketangan konsumen.

@twt_as2c mengalami kerugian karena produk yang sampai ke
konsumen rusak yaitu berupa 12 butir telur yang pecah dari 30 butir
pesanan.

@kapteneptunus mengalami kerugian berupa barang yang dikirimkan
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kurang dengan kekurangan berupa nugget, ayam, butter, jagung pipil
dan susu uht.

Mlijo.malang sendiri merupakan sebuah Platform Instagram yang
menyediakan produk keperluan rumah tangga. Produk yang dijual berupa
sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, frozen food, sembako dan lain sebagainya.
Dari fenomena tersebut permasalahan yang terjadi merupakan problematika yang
menarik untuk dikaji dengan persoalan tanggung jawab pelaku usaha terhadap
kerugian yang dialami oleh konsumen di mlijo.malang dan kesusuaian tanggung
jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen ditinjau dari persepektif
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan figh muamalah. Sehingga peneliti
ingin mengambil judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Sistem Transaksi
Quick Commerce Modern”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana upaya tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap
kerugian konsumen di mlijo.malang ditinjau menurut UU Perlindungan
Konsumen?
2. Bagaimana kesesuaian tanggung jawab pelaku usaha mlijo.malang atas
kerugian konsumen ditinjau menurut figh muamalah?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis upaya tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha

terhadap kerugian konsumen di mlijo.malang ditinjau menurut UU



perlindungan konsumen.

2. Untuk menganalisis kesesuaian tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian
konsumen ditinjau berdasarkan figh muamalah.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menambah

pengetahuan bagi penelitian yang serupa dan mampu berkontribusi untuk
mengembangkan kajian ilmu. Di sisi lain mampu menjawab persoalan
mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha atas kerugian
yang dialami konsumen akibat produk yang diperedarkan dan mampu
menjawab persoalan mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku
usaha atas kerugian konsumen yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dan figh muamalah.

2. Secara Praktis

Bagi para pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

menjadi sumber yang bermanfaat untuk menambah ilmu serta wawasan
masyarakat tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen,
sehingga masyarakat yang menjadi pelaku usaha maupun konsumen mengerti
mengenai hak dan kewajibannya dan mengetahui kesesuaian tanggung jawab
pelaku usaha atas kerugian konsumen yang ditinjau dari Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan figh muamalah.



E. Sitematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan seperti berikut ini :
Bab | pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika
pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum persoalan
permasalahan yang layak untuk dijadikan penelitian.
Bab Il tinjauan pustaka, dalam subbab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan
tinjauan pustaka. Dalam penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan antara
penelitian yang dilakukan terlebih dahulu dengan penelitian sekarang. Tinjauan
pustaka berfungsi sebagai pisau analisis dalam kajian penelitian.
Bab 111 metode penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data. Dalam bab ini memaparkan rencana penelitian yang dilakukan untuk
memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan.
Bab 1V hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini dipaparkan mengenai
jawaban yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai
permasalahan yang ada.
Bab V penutup, dalam bab ini berisi penarikan kesimpulan dimana kesimpulan
menjelaskan hasil akhir dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti
kemudian selain kesimpulan terdapat saran yang digunakan untuk memberi

masukkan kepada pihak-pihak terkait.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan membandingkan penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan
persamaan Yyang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di sisi lain penelitian terdahulu
berguna untuk memperluas dan memperdalam teori untuk penelitian yang
dilakukan saat ini dan sebagai tolak ukur peneliti dalam menganalisis suatu
penelitian.
Untuk penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Thoriq Arif Algadri, yang berjudul “Tanggung Jawab
Pelaku Usaha Terhadap Garansi Seumur Hidup Pada Produk
Tupperware di Kota Pekanbaru (Studi pada Distributor Tupperware
PT. Mutiara Bumi Tambusai Pekanbaru)”’. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui mekanisme penerapan garansi seumur hidup

produk tupperware serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap

" Thoriq Arif Algadri, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Garansi Seumur hidup Pada Produk
Tupperware diKota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2022),
http://scholar.unand.ac.id/105438/



http://scholar.unand.ac.id/105438/

konsumen adanya produk tupperware garansi seumur hidup yang
sudah tidak diproduksi di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini
adalah tanggung jawab terhadap produk Tupperware yaitu berupa
penggantian produk baru.

2. Penelitian oleh Muhammad Aditya, yang berjudul “Tanggung Jawab
Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat
Pandemi Covid-1978. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui
bahwa pandemi covid-19 dapat atau tidak dijadikan sebagai keadaan
memaksa (force majeure) oleh pelaku usaha atas keterlambatan
pengiriman barang dan mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku
usaha terhadap kerugian konsumen diakibatkan keterlambatan
pengiriman barang di masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini
pandemi covid-19 dapat diklaim sebagai keadaan memaksa yang
bersifat relatif karena keterlambatan barang yang sampai kepada
konsumen bukan karena kehendak dari pelaku usaha.

3. Penelitian oleh Tiara Rizka Ananda, yang berjudul “Tanggung Jawab
Hukum Pelaku Usaha Atas Adanya Ketidaksesuaian Objek Dalam
Transaksi E-Commerce Persepektif Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”®. Tujuan

8 Muhammad Aditya, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman

Barang Akibat PandemiCovid-19” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021),
http://repository.unhas.ac.id/10058/2/B011171074 _skripsi_01-11-2021%201-2.pdf

® Tiara Rizka Ananda, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang
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dari penelitian ini untuk mengetahui aspek itikad baik pada pelaku
usaha atas adanya ketidaksesuaian objek dan mengetahui tentang
tanggung jawab pelaku usaha atas adanya ketidaksesuaian objek
dalam transaksi e-commerce perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Hasil dari
penelitian ini pelaku usaha haruslah memenuhi kewajibannya dalam
beritikad baik sebagaimana terdapat dalam UUPK. Dalam Islam,
penerapan itikad baik dapat menghindarkan seseorang dari kerugian
yang dapat ditimbulkan. Selain itu, tidak sedikit pelaku usaha yang
belum memenuhi kewajibannya yakni bertanggung jawab terhadap
kerugian yang dialami konsumen.

4. Penelitian oleh | Gst A.A Sintiana Dewi, | Ketut Sudiatmaka dan
Dewa Gede Sudika Mangku, yang berjudul “Implementasi Ketentuan
Product Liability terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang (Studi
kasus di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Singaraja)”*°.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk tanggung jawab
perusahaan jasa pengiriman PT.Tiki JNE terhadap konsumen yang
mengalami kerugian dan menganalisa implementasi ketentuan

product liability terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang

Akibat Pandemi Covid-19” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022),
http://etheses.uin-malang.ac.id/37364/1/18220039.pdf

101 Gst A.A Sintiana Dewi, | Ketut Sudiatmaka dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi
Ketentuan Product Liability terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang,” e-Journal Komunitas
Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, no. 1(2020): 25
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28832
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PT.Tiki JNE cabang Singaraja. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk
tanggung jawab yang diberikan oleh PT.Tiki JNE terhadap konsumen
yang mengalami kerugian telah sesuai dengan ketentuan product
liability yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPK yakni berupa
penggantian barang dan pengembalian uang. Ketentuan product
liability tidak terimplementasikan dikarenakan kurangnya peranan
dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung serta
kurangnya pengetahuan masyarakat dengan adanya product liability.
5. Penelitian oleh Rani Apriani, Rahmi Zubedah dan Abdul Atsar, yang
berjudul“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang
Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Yang Tidak
Memiliki Izin Edar’!l. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi
pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan
kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Hasil dari penelitian ini
tanggung jawab pelaku usaha atas produksi pangan yang tidak
memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan yang tidak memiliki

izin edar di karawang yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk

11 Rani Apriani, Rahmi Zubedah dan Abdul Atsar, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi
Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki 1zin
Edar,” Lambung Mamgkurat LawJournal, no. 1(2020): 43
https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/142
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mengganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan atas perbuatan
pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan berdasarkan pada
Pasal 19 UUPK dan Pasal 94 Ayat (1) UU Pangan.

6. Penelitian oleh Nikma dan Lili Naili Hidayah, yang berjudul
“Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk
(Product Liability) Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen”2, Penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum produsen terhadap
cacat produk menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta
untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen
terhadap cacat produk menurut UU Perlindungan Konsumen. Hasil
dari penelitian ini produsen bertanggung jawab terhadap barang-
barang yang dibeli. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak
dimaksudkan untuk mengganti sistem tanggung jawab berdasarkan
Pasal 1865 KUHPerdata untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat
menggunakan produk yang cacat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas,
ditemukan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penliti, yaitu

mengenai tanggung jawab produk yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat

12 Nikma dan Lili Naili Hidayah, “Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat
Produk (Product Liability) Menurut Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen,” Zaaken:Journal ofCivil and Bussiness Law, n0.1(2021): 165 https://mail.online-
journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/11332
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kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan barang yang telah

diperedarkan. Akan tetapi penelitian terdahulu tidak sama persis dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan beberapa persamaan

dan perbedaan.

Tabel 1. Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu :

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian

1 Thorig Tanggung Keduanya Objek yang
Arif Jawab Pelaku mengkaji dijadikan
Algadri Usaha mengenai dalam

Terhadap bentuk penelitian
Garansi tanggung ini adalah
Seumur hidup jawab produk
Pada Produk pelaku usaha tupperware
Tupperware di

Kota

Pekanbaru

(Studi pada

Distributor

Tupperware

PT. Mutiara

Bumi

Tambusai

Pekanbaru)

2 Muham Tanggung Menganalisi Adanya
mad Jawab s tanggung fource
Aditya Pelaku jawab majeure

Usaha pelaku usaha yang
Terhadap menyeba
Keterlamba bkan

tan pengirim
Pengiriman an

Barang Terhambat
Akibat

Pandemi

Covid-19
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Tiara Tanggung Membahas Membahas
Rizka Jawab Hukum mengenai adanya
Ananda Pelaku Usaha tanggung ketidakses

Atas Adanya jawab uaian objek

Ketidaksesuai pelaku usaha dalam

an Objek dan transksi transaksi.

Dalam komersial

Transaksi E-

Commerce

Persepektif

Undang-

Undang No. 8

Tahun 1999

tentang

Perlindungan

Konsumen

dan Hukum

Islam
| Gst Implementasi Keduanya Yang
AA Ketentuan membahas bertangung
Sintiana Product mengenai jawab
Dewi, | Liability kerusakan adalah
Ketut terhadap barang saat pihak
Sudiatm Konsumen diterima ekspedisi
aka dan Jasa oleh selaku
Dewa Pengiriman Konsumen perantara
Gede Barang (Studi antara
Sudika kasus di konsumen
Mangku PT.Tiki Jalur dan

Nugraha pelaku

Ekakurir usaha

(JNE) Cabang

Singaraja)
Rani Tanggung Menganalisi Produk
Apriani, Jawab s tanggung yang
Rahmi Pelaku jawab dipertangg
Zubeda Usaha Atas pelaku usaha ung
h dan Produksi yang jawabkan
Abdul Pangan memproduks pelaku
Atsar i usaha

adalah
produk
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yang tidak
memiliki
surat edar
6 Nikma Tanggung Mengkaji Produk
dan Lili Jawab mengenai yang
Naili Hukum produk yang dimaksud
Hiayah Produsen cacat atau dimintai
Otomotif tidak sesuai tanggung
Terhadap dengan jawab
Cacat ketentuan adalah
produk diawal produk
(Product otomotif
Liability)
Menurut
Undang-
Undang No.
8 Tahun
1999 tentang
Perlindunga
n konsumen

B. Tinjauan Pustaka
1. Transaksi E- Commerce
a. Pengertian transaksi E-Commerce

Sistem perdagangan saat ini terdapat dua cara untuk transaksi,
yaitu transaksi perdagangan secara konvensional dan transaksi
perdagangan secara modern yang dikenal dengan electronik commerce
atau transaksi elektronik yang bersifat kontemporer. Dalam Pasal 1 Ayat
2 UU ITE mendefinisikan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan
hukum vyang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan

komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Konsep yang digunakan
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dalam proses transaksi jual beli secara elektronik adalah transaksi jual beli
dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang lain dengan media
internet dalam waktu yang tidak ada batas dan dilakukan tidak perlu
adanya pertemuan antara pihak, mereka mengandalkan rasa kepercayaan
antar pihak satu dengan pihak lain yang bersangkutan®®. E-commerce
tidak memerlukan pertemuan kedua belah pihak secara langsung untuk
melakukan sebuah transaksi. Dalam Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan Perdagangan
melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
b. Perlindungan konsumen dalam transaksi E-Commerce

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya gambaran untuk
memberi perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dialami oleh
konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan
konsumen dalam transaksi e-commere dicantumkan dalam Pasal 9
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan
bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik
harus menyediakan informasi yang lengkap yang berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Ketentuan dalam pasal

tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi

13 Desy Ary Setyawati, Dahlan, dan M.Nur Rasyid, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung
Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik,” Law Jurnal, no. 3(2017), 35.
https://jurnal.unsyiah.ac.id/sklj/article/view/9638
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yang jelas atas suatu produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Pasal 28 Ayat 1 UU ITE menjelaskan bahwa “setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” kemudian
mengenai sanksi dicantumkan dalam Pasal 45 a Ayat (1) UU ITE yaitu
mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlindungan konsumen dalam Pasal 4 huruf ¢ UUPK vyaitu
“konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Kemudian
mengenai ganti rugi yang berhak diberikan pelaku usaha kepada
konsumen akibat mengalami kerugian dicantumkan dalam Pasal 19
UUPK vyang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan
kompensasi, ganti rugi/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Selanjutnya dalam Pasal 23 UUPK menyatakan “pelaku usaha yang
menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan
penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan
ditempat kedudukan konsumen.

Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
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Transaksi Elektronik diatur mengenai barang yang tidak sesuai dengan
ketentuan perjanjian terdapat dalam Pasal 49 ayat (3) yaitu “pelaku usaha
wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan
barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat
cacat tersembunyi”.
c. Akad dalam transaksi E-Commerce

Jual beli dalam e-commerce hampir sama dengan jual beli salam.
Jual beli salam dalam istilah figh disebut as-salaf, yaitu memiliki arti
mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang'®. Ulama
Malikiyah mendefiniskan salam yaitu suatu jual beli yang modalnya
dibayar dulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang
telah disepakati. Kemudian dalam KHES Pasal 20 Ayat (34) salam
adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang
pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
Menurut Syaikh Muhammad bin lbrahim dalam Ensiklopedi Islam Al
Kamil menjelaskan salam adalah kontrak jual beli dengan menyebutkan
sifat barang yang dipertanggungkan dengan cara ditunda pembayarannya,
sedangkan pembayaran dibayar dimuka saat transaksi. Akad ini
dinamakan salam karena pembayaran harga dilakukan dimejelis akad dan

dinamakan salaf karena harga dibayar dimuka®®.

14 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019), 83.
15 1kit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, Jual Beli Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Yogyakarta:
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Transaksi jual beli salam merupakan suatu jual beli dengan sistem
“pesanan” atau indent dengan sistem pembayaran yang dilakukan ketika
akad berlangsung dengan penyerahan barang yang dilakukan diakhir
sesuai dengan perjanjian dengan para pihak penjual dan pembeli. Unsur
terpenting dalam jual beli salam dalam mengurangi terjadinya kesalahan
dalam pemesan adalah dengan melakukan kesepakatan mengenai ciri-ciri
atau sifat objek yang dipesan yaitu kejelasan kualitasnya, kuantitasnya,
jenisnya, waktu penyerahannya, dan harga pembelian'®. Dasar hukum

transaksi salam ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah : 282

a8 i L 386 e T ) ady 206 18] 1T il @ g

J3sy

- -

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar”.(Q.S. Al-Bagarah : 282)
d. Konsep Perjanjian dalam E-Commerce
Pada dasarnya perjanjian yang terjadi dalam e-commerce sama
dengan perjanjian yang terjadi secara konvensional, dimana keabsahan

dari perjanjian tersebut diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ada

empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : kesepakatan para pihak, kecakapan

Gava Media, 208), 168.
16S0emitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah, 84. (footnote kedua, referensi sama)
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para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kontrak elektronik berdasarkan UU ITE merupakan suatu alat bukti
hukum vyang sah, karena informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adanya kontrak membuat
masing-masing pihak terikat dalam kontrak dan dapat mengetahui hak dan
kewajibannya. Para pihak tentunya mengharapkan dengan adanya kontrak
maka hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para
pihak dapat terlaksana, khususnya berkaitan dengan kontrak bisnis dalam
kegiatan usaha. Adanya kontrak akan memberikan perlindungan hukum
dan keadilan apabila di antara para pihak ada yang melakukan ingkar janji
terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, maka pihak yang
menyebabkan timbulnya kerugian harus memberikan ganti rugi.

Perjanjian jual beli melalui sistem transaksi elektronik tidak dapat
dilakukan secara tatap langsung, maka penentuan waktu terjadinya suatu
kesepakatan merupakan unsur yang penting. Hal ini berkaitan dengan sah
atau tidaknya perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1458 KUHP disebutkan
bahwa perjanjian transaksi jual beli itu sudah sah setelah adanya
kesepakatan tentang harga meskipun belum dibayar oleh pembeli dan
barang belum diserahkan oleh penjual. Perjanjian dapat terjadi jika salah
satu pihak telah menyatakan sepakat terhadap pokok perjanjian yang

dinyatakan oleh pihak lain.
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Dalam perdagangan elektronik, suatu kontrak yang timbul bukan
hanya sebatas diatas kertas melainkan dilakukan secara digital atau yang
dikenal dengan e-contract. Menurut penjelasan UU ITE Pasal 1 angka 17
menyebutkan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak
yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Kontrak elektronik paling sedikit
memuat: a. Data identitas para pihak; b. Objek dan spesifikasi; c.
Persyaratan transaksi elektronik; d. Harga dan biaya; e. Prosedur dalam
hal terdapat pembatalan oleh para pihak; f. Ketentuan yang memberikan
hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang
dan/atau memimta penggantian produk jika terdapat cacat sembunyi; g.
Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Kontrak elektronik
(e-contract) merupakan suatu bentuk transaksi elektronik yang diatur
dalam pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Bab VV UU ITE.

e. . Perkembangan E-Commerce

Saat ini e-commerce banyak digunakan oleh para masyarakat di
Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dari data yang diperoleh,
sebanyak 88, 1% penguna internet yang ada di negara Indonesia
menggunakan layanan e-commerce untuk membeli produk tertentul’. E-
commerce didefinisikan sebagai suatu proses pembelian, penjualan,

mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan

17 Andrea Lidwina, ‘“Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia,” Databoks, 4 Juni 2021,
diakses pada 22 September 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-
E-Commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia
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komputer melalui Internet®®. Pada awal tahun 2020, Indonesia sedang
dilanda pandemi covid-19. Pandemi covid-19 ini membuat pemerintah
untuk melakukan bentuk beberapa peraturan kepada masyarakat sebagai
upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19.

Pada saat terjadinya covid-19 ini penggunan e-commerce meningkat.
Belanja online menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
diera pandemi covid-19. Para masyarakat dapat memperoleh segala
keperluannya melalui e-commerce. Adanya sistem belanja online (e-
commerce) dapat menekan mobilitas pergerakan para masyarakat untuk
keluar rumah sehingga hal ini berdampak pada kesusksesan kebijakan
pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19.

Quick Commerce

Quick commerce memiliki konsep yang sama dengan e-commerce
pada umumnya yaitu sebuah perdagangan digital. Letak perbedaannya
adalah terletak pada proses pengirimannya. Quick commerce merupakan
suatu konsep bisnis baru yang menawarkan pengiriman kilat dimana
konsumen bisa mendapatkan produk yang dibeli dalam jangka waktu
yang relatif singkat.'® Model bisnis quick commerce menggabungkan

manfaat e-commerce (belanja melalui internet) dan pengalaman belanja

18 Mahir Pradana,” Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia,” Modus, no. 2(2015): 165,
https://media.neliti.com/media/publications/152372-1D-none.pdf

19 Aulia Meidiska, “Quick Commerce : Era Baru “Pasar” Digital,” disrupto.co.id, 3 Januari
2022, diakses 13 Mei 2023, https://www.disrupto.co.id/journal/quick-commerce-era-baru-pasar-

digital
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tradisional (menyelesaikan perdagangan dalam hitungan menit) dengan
tujuan untuk memenuhi tuntutan konsumen online.
2. Pelaku usaha (Produsen)
a. Pengertian Pelaku Usaha
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha adalah
adalah setiap perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi?®. Pelaku usaha yang dijelaskan diatas adalah meliputi
perusahan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor,
grosir, leveransir, pengecer dan lainnya.
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Guna menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan
sebagai bentuk menyelaraskan atas hak yang diterima oleh konsumen,
pelaku usaha diberikan hak yang telah diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Pasal 6 diantaranya :
1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

20Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, 33. (footnote keempat,
referensi sama)
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diperdagangkan.

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik.

3) Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya dalam
pnyelesaian hukum sengketa konsumen.

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan lainnya.

Pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dilakukan atau ditaati oleh

pelaku usaha yaitu :

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,
serta tidak diskriminatif.

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan

24



dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
diperdagangkan.

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain kewajiban diatas, kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 1338 Ayat

(3) KUHPerdata yaitu adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan

usaha yang mana hal ini merupakan asas yang dikenal dalam hukum

perjanjian.
c. Larangan bagi pelaku usaha
Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai
beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha
diantaranya adalah pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau e-
tiket barang tersebut.

3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlahdalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan ataukemanjuran
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sebagaimana dinyatakan dalam label, e-tiket, keterangan barang
dan/atau jasa tersebut.

5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengolahan,
gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam
label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, e-tiket,
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa
tersebut.

7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.

8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi,
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,nama dan alamat
pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut
ketentuan harus dipasang/dibuat.

10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mengiklankan atau membuat
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pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai®* :

1)
2)

3)

4)

Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.

Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu
barang dan/atau jasa.

Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari

tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

1)

2)

3)

4)

5)

Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau
tidak dimaksudkan untuk diedarkan.

Cacat barang timbul pada kemudian hari.

Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi
barang.

Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.

Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang

dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan??.

Dalam hal pembuktian atas adanya aspek kesalahan dalam gugatan

ganti rugi merupakan tanggung jawab pelaku usaha bukan konsumen

yang melakukan pembuktian akan kesalahan pelaku usaha, akan tetapi

21 Rudolf S.Mamengko, “Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia,” Jurnal Ilmu
Hukum, no. 9(2016), 9.
http://repo.unsrat.ac.id/1241/1/PRODUCT_LIABILITY_DAN_PROFESIONAL_LIABILITY.pdf

22 Sudjana dan Elisantris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen
(Bandung:Keni Media, 2016), 167.
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pelaku usaha yang membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan

tersebut.

3. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Transaksi ekonomi, mengartikan konsumen disebabkan karena
seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang
dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhannya. Konsumen adalah setiap
orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa
karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir
maupun proses produksi selanjutnya?®. Dalam UUPK mendefinisikan
konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Amerika serikat mengartikan konsumen meliputi “korban produk
yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga pemakai,
bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang
sama dengan pembeli. Sedangkan di eropa, pengertian konsumen
bersumber dari product liability directive (selanjutnya disebut directive)
sebagai pedoman bagi negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam

menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan

23 Burhanuddin,

referensi sama)

Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, 6. (footnote ketiga,
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directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak
yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian
berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri®*.
Pengertian diatas menjelaskan subjek yang disebut sebagai konsumen
adalah setiap orang yang menggunakan suatu produk tertentu.
Konsumen memang tidak hanya sekedar pembeli akan tetapi konsumen
adalah semua orang baik perorangan maupun badan usaha yang
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Apabila seseorang sebagai konsumen mempunyai hubungan
hukum berupa perjanjian dengan pihak lain, dan pihak lain itu
melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak
menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cedera
janji). Jika sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen tetap saja
memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melakukan
ketentuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Dalam
konsepsi perbuatan melawan hukum, seseorang diberi kesempatan
untuk menggugat sepanjang terpenuhinya tiga unsur yaitu?® :

a. Adanya kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat).
b. Adanya kerugian (yang diderita si penggugat).

c. Ada hubungan Kkausalitas antara kesalahan dan

24 Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen (Banjarmasin:FH Unlam Press, 2008), 9.
%5 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, 59. (footnote kedua, referensi sama)
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kerugian itu.

2. Hak dan kewajiban konsumen

Kennedt mengemukakan mengenai hak dasar konsumen yaitu :

a.

b.

C.

d.

The right to safe products.
The right to he informed about products.
The right to definite choices in selecting products.

The right to be heard regarding consumer interests.

Kemudian dalam Pasal 4 UUPK dituangkan hak konsumen yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

danjaminan barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/ataujasa yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif.
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8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lain.

Konsumen berhak mendapatkan perlindungan jika terjadi pelanggaran
mengenai hak-hak konsumen tersebut. Selain hak, konsumen memiliki
kewajiban yang harus dilakukan, diantaranya :

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan.

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan
/atau jasa.

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen ini dengan tujuan untuk memperoleh
perlindungan hukum atau kepastian hukum bagi konsumen itu sendiri.
4. Kerugian akibat Produk Cacat
Menurut Nieuwenhuis kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan

pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma
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oleh pihak lain®. Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh
para konsumen baik kerugian berupa materi, fisik dan jiwa dapat
didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Menurut Yusuf Shofie, enam hal yang menjadi
penyebab potensial yang dapat merugikan konsumen adalah?’;
1) Ketidaksesuaian iklan/informasi produk dengan kenyataan.
2) Produk tidak sesuai dengan standar ketentuan/peraturan perundang-
undangan.
3) Produk cacat dalam keadaan masih dalam garansi atau belum
kadaluwarsa.
4) Tingkat keamanan produk diinformasikan tidak secara proporsional.
5) Sikap konsumtif konsumen.
6) Ketidaktahuan konsumen tentang penggunaan produk.
Perkembangan pesat dunia usaha yang didorong oleh makin
caggihnya proses produksi, tumbuhnya produksi massal, makin majunya
sistem pemasaran secara tidak terasa makin tidak mengertinya konsumen
akan seluk beluk sebuah produk, sehingga seringkali kerugian konsumen

diakibatkan oleh produk cacat semakin tidak dapat dicari dan dibuktikan

26 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditijau dari Hukum Acara Serta
Kendala Implementasinya (Jakarta : Kencana & Prenada Media Group, 2008), 311.
27 yusuf Shofie, Pelaku Usaha, konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi (Jakarta:Ghalia Indonesia,

2002), 107.
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penyebabnya oleh konsumen?®, Suatu produk dapat disebut cacat (tidak
dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena®®:

1) Cacat produk atau manufaktur

2) Cacat desain termasuk kedalam cacat produk dan manufaktur.

3) Cacat peringatan atau intruksi adalah cacat produk karena tidak
dilengkapi dengan peringatan atau instruksi terkait produk yang
diperedarkan.

Pasal 1504 KUHPerdata menjelaskan bahwa penjual harus
menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian
rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang
dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakain, sehingga
seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan
membelinya atau tidak akan membelinya dengan harga yang kurang.

Berbicara mengenai tanggung jawab produk / product liability
merupakan suatu konsepsi hukum yang berdasarkan dengan nilai dengan
tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar dapat
mendapatkan suatu produk (barang ataupun jasa) sesuai dengan harapan
dan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Menurut Agnes M.Toar

mengartikan tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produk

2 Rudolf S.Mamengko, “Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia,” Jurnal Ilmu
Hukum, no. 9(2016), 6.
http://repo.unsrat.ac.id/1241/1/PRODUCT_LIABILITY_DAN_PROFESIONAL_LIABILITY.pdf

2% Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta:Diadit Media, 2001), 248.
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sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya
kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian
karena cacat dan melekat pada produk tersebut®.

Secara historis, product liability atau tanggung jawab produk lahir
karena adanya ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan
konsumen, dimana produsen yang pada awalnya menerapkan strategi
product oriented dalam pemasaran produknya, harus mengubah
strateginya menjadi consumer oriented. Product libility adalah suatu
tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan
suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang
bergerak dalam suatu proses menghasilkan suatu produk (processor,
assembler) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan
(seller, distributor) produk tersebut®. Tanggung jawab tersebut
sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan kerugian
bagi pihak konsumen, baik kerugian badaniah, kematian maupun harta
benda®. Selain itu, untuk melahirkan suatu tanggung jawab produsen
untuk membayar ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat
produknya.

Konsep dalam product liability untuk menuntut ganti kerugian,

konsumen hanya diperlukan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut

30 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 80.
31 Celina Tri Siwi Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 100.
$2Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 491.
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cacat ketika diterima oleh konsumen sehingga menyebabkan konsumen
mengalami kerugian. Umumnya cacat produk yang dialami konsumen
menyebabkan pelaku usaha bertanggung jawab pada cacat produk yang
menyebabkan kerugian bagi konsumen®. Product liability memiliki
karakter yang bersifat tort, konsumen yang menjadi korban atas produk
yang diperdagangkan masih harus membuktikan ketiga unsur lainnya,
yaitu®* :

1) Perbuatan produsen adalah perbuatan melawan hukum.

2) Telah timbul kerugian.

3) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan
kerugian yang timbul.

Tuntutan akan tanggung jawab produk ini dapat berdasarkan tiga
hal yaitu :

1) Melanggar jaminan (breach of warranty), contohnya manfaat atau
rasa tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan produk.

2) Adanya kelalain (negligence), yaitu dimana produsen lalai untuk
memenuhi standart pembuatan produk yang baik dan aman
digunakan oleh konsumen. Kelalaian dapat dinyatakan apabila
seorang produsen/pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa

pelaku usaha telah berhati-hati dalam produksi barang.

33Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen (Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2010), 119.
3K ristiyanti, Hukum Perlindungan Konumen,105. (footnote kedua, referensi sama)
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3) Menerapkan aturan tentang tanggung jawab mutlak (strict

liability).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ayat (1)
pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi mengenai
kerusakan, pencemaran ataupun kerugian yang dialami konsumen yang
diakibatkan karena mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh pelaku
usaha.Berbicara mengenai cacat/rusak (defect) dalam pengertian produk
yang cacat/rusak (defect product) yang menyebabkan produsen/pelaku
usaha harus bertanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab produk (product liability) merupakan bagian
dari prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang berkaitan
dengan produk barang, sedangkan yang berkaitan dengan jasa disebut
dengan tanggung jawab profesi (profesional liability)®>. Prinsip
tanggung jawab mutlak (strict product liability) merupakan prinsip
tanggung jawab vyang tidak didasarkan pada aspek kesalahan
(fault/neigligance) dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi
didasarkan pada cacatnya produk (risk based liability) dan resiko atau
kerugian yang diderita konsumen (risk based liability). Tujuan dari
tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat

hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi

% Rudolf S.Mamengko, “Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia,” Jurnal Ilmu
Hukum, no. 9(2016), 3.
http://repo.unsrat.ac.id/1241/1/PRODUCT _LIABILITY _DAN_PROFESIONAL_ LIABILITY.pdf
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konsumen?®®.

Meskipun demikian, prinsip strict product liability ini masih
belum diterapkan , tetapi memiliki peluang untuk diterapkan karena
mengingat bahwa baik produsen maupun konsumen beriktikad untuk
mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum?.

5. Figh Muamalah
a. Pengertian Figh Muamalah

Figh muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata

figh dan muamalah. Secara etimologi figh berarti paham, mengetahui dan
melaksanakan. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab (4ldes — Jaley —
Jale) yang secara etimologi sama dan semakna al-mufa’alah (saling
berbuat). Secara terminologi figh muamalah adalah hukum-hukum yang
berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang
berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan
lain-lain®. Pada dasarnya muamalah diperbolehkan, kecuali terdapat
nash/dalil yang mengharamkannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam

Q.S. Yunus : 59

% Inosentius Samsul, Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab
Mutlak (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 227.

37 Yudha Hadian Nur dan Dwi Wajyuniarti prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
(strict liability) dalam rangka perlindungan konsumen,” Buletin limiah Litbang Perdagangan, no.
2(2011), 183. https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/download/127/85/

38 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer (Sumatra Utara:FEBI UIN-SU Press, 2018), 7.
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Ogfas A &‘

Artinya : Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang
diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan
(sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin
kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap
Allah?".

b. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah didasarkan pada Q.S. An-Nisa : 29

B ol o 58 05 1y ey 18 180l LR Y T 0

s 25 01 &) 2l 1,lE85 g

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.

Prinsip yang terdapat dalam figh muamalah dirumuskan sebagai berikut® :

1. Seluruh tindakan muamalah dilakukan atas dasar nilai-nilai ketuhanan
(tauhid).

2. Muamalah harus didasarkan pada pertimbangan moral atau akhlakul
karimah, yang mana setiap transaksi harus berlandaskan nilai

kejujuran (shidig), keterbukaan (tabligh), kasih sayang (rahmabh),

kesetiakawanan (ukhwah), suka sama suka (ridha), persaman

% Prilla Kurnia Ningsih, Figh Muamalah (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2021),15-16.
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(musawah), tanggung jawab (amanah), dan  profesional
(fathanah/itgan).

3. Dalam transaksi bisnis atau muamalah tidak mengandung unsur riba,
penipuan(tadlis), ketidakpastian (gharar/taghrir), penganiayaan/
pemerasan (dhulm), paksaan (ikhrah), penyogokan (risywah) dan
unsur yang merugikan. Kemudian Rasulullah Saw bersabda mengenai
dilarangnya jual beli gharar yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh
yang berbunyi :

A e g sadt s op dles il Jo B Jg 2
Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli
al-hashah dan jual beli gharar”.

4. Hukum asal muamalah adalah diperbolehkan, terkecuali terdapat
nash/dalil yang mengharamkannya.

5. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela.

6. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menjauhkan dari

segala mudharat, sebagaimana kaidah fighiyah :

Jp 2l

Atinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”.

7. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.
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c. Jual Beli
Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan
berdasarkan pendapat istilah adalah menukar harta dengan harta
berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara’’. Dasar
hukum jual beli adalah halal dan diperbolehkan, hal ini sesuai dengan
Q.S. Al-Bagarah (2) : 275.
G 555 ) 4 g
Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Q.S. Al-Bagarah : 275).
Rukun jual beli
1) Penjual dan Pembeli (Agidain).
2) Barang yang diperjual belikan (Ma 'qud alaih).
3) Alat nilai tukar pengganti.
4) ljab Qobul.
Syarat jual beli
1) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal.
2) Atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain.
3) Penjual dan pembeli haruslah dua orang, tidak sah jual beli
sendirian.

4) Barang yang dijual harus milik sempurna (milik sendiri).

40 Akhmad Farrru Hasan, Figh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Malang : UIN-Maliki
Press, 2018), 29.
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5) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara’.
6) Barang yang diperjual belikan harus diperoleh dengan cara halal.
Khiyar dalam jual beli
Secara bahasa khiyar memiliki arti memilih mana yang lebih baik
dari dua hal atau lebih. Khiyar didefinisikan hak para pihak yang
bertransaksi memilih  untuk melangsungkan atau membatalkan
transaksinya sesuai dengan syarat dan sebab - sebab tertentu. Dalam
KHES mendefinisikan khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli
untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
Khiyar memiliki tujuan memberikan hak kepada pihak penjual dan
pembeli agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dikemudian hari
dikarenakan faktor tertentu baik berupa harga, kualitas maupun kuantitas
objek transaksi*'. Berikut beberapa jenis khiyar menurut para ulama®? :
1) Khiyar Majlis
Pemilihan jenis ini adalah pemilihan yang dilakukan dalam
majelis akad jual beli. Dimana kedua belah pihak memiliki hak
untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli
tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh

Rasulullah Saw :

3_’{;95\;;.33\&;@\3;:Jﬁﬁ?ﬁéjﬁgmu&”‘j"ﬂlﬁji@%iﬂ&;

41 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019), 52.
42 Prilia Kurnia Ningsih, Figh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2021), 105.
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Artinya : “Dari lbnu Umar ra. dari Rasulullah Saw, bahwa beliau
bersabda, Apabila ada dua orang yang melakukan transaksi jual
beli, maka masing - masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar,
selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau
salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang
lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada
orang lain lalu terjadi jual beli , maka jadilah jual beli itu, dan jika
mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah
seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka
jual beli telah terjadi (juga)” (H.R. Bukhari dan Muslim)
2) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan.
Pada saat akad jual beli, maka pembeli atau penjual dapat memilih
atau meneruskan atau membatalkan proses transaksi jual beli
dengan batasan waktu yang ditentukan. Setelah waktu yang
ditentukan tiba, maka proses transaksi jual beli itu wajib dipastikan
untuk dilanjutkan atau tidak. Berikut adalah Hadis yang berkaitan

dengan khiyar syarat sebagai berikut:
by e 81 o 0 0325 3 gl S5 18 2t s 1
LB )5 Lgalr 8 W 8¢ W5 B B0 Bk G il ougdl 16
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Artinya : “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam
bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda : Dua orang yang
melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya
selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya
menjelaskanyya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli
mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau
berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka
berdua. Abu Daud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau
melakukan jual beli dengan akad Khiyar.” (H.R. Bukhari dan
Muslim).
3) Khiyar Aib
Khiyar aib adalah hak pilih karena adanya cacat pada
barang. Hal ini untuk memilih, bisa membatalkan atau meneruskan
akad jual beli jika ada kecacatan (aib) pada objek atau barang yang
diperjual belikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui
kecacatan pada saat terjadinya akad. Apabila pembeli baru
megetahui adanya kecacatan setelah terpisah dengan penjual, maka
pembeli memiliki hak untuk meminta ganti barang kepada penjual
yang sesuai dengan perjanjian atau berupa pengembalian uang
sesuai dengan kerusakan tersebut.
d. Perlindungan Konsumen Persepektif Figh Muamalah

Upaya untuk menjamin kepentingan konsumen, Islam memasukkan

perlindungan sebagai sebuah prinsip dalam bermuamalah. Dimana jenis
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perlindungan tersebut ditinjau dari penipuan kualitas barang, kuantitas
barang, penjualan barang yang tidak pasti, perolehan keuntungan secara
penipuan. Dalam Islam perlindungan didasarkan atas Hadis Nabi
Muhammad Saw yang bersabda :

“Tidak halal bagi seorang yang menjual sesuatu barang jualan melainkan
ia telah menjelaskan keadaan barang yang dijualnya, dan tidak harus bagi
sesiapa yang mengetahui perkara tersebut (kecacatan pada barang yang
dujual) melainkan ia menerangkanya”.

Dari hadis tersebut, merupakan wujud dari Islam ini memberikan
perlindungan kepada konsumen akan barang yang dijual oleh pelaku
usaha. Hadis diatas merupakan suatu perintah bahwa pelaku usaha harus
menjelaskan mengenai kondisi barang yang sebenarnya dan tidak ada
diperbolehkan pelaku usaha menyembunyikan kecacatan dari suatu barang
yang dijualnya, jual beli seperti ini dilarangan Nabi Muhammad Saw:
“Nabi Saw melalui satu longgokan jualan lalu baginda menyeluknya maka
didapati jualan bawahnya adalah basah (tidak baik). Nabi Saw pun
bertanya: Apa ini wahai penjual? Jawab penjual: la basah terkena hujan
wahai Rasulullah. Nabi Saw bersabda: Kenapa yang basah tidak diletakkan
di atas supaya pembeli tahu? Barangsiapa menipu maka dia bukan
daripada golongan kami.

Jual beli dalam Islam harus didasarkan oleh suka sama suka, dan
keridhoan masing-masing pihak. Selain itu jual beli dalam Islam harus
terhindarkan dari unsur-unsur yang merugikan seperti halnya penipuan |,
pemaksaan dan unsur yang merugikan. Karena jika dalam jual beli

terdapat unsur yang merugikan hal tersebut menyebabkan akad dalam

transaksi jual tersebut menjadi rusak dan tidak sah. Allah Swt berfirman
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dalam surah Al-A’raf ayat : 85 yaitu :
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Artinya : “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara
mereka, Syuaib. la berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali
tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang
kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran
dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-
barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian
itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

Mengenai produk yang cacat dalam Islam dilarang untuk menjualkannya,
kecuali disertai dengan penjelasan kepada konsumen bahwa barang
tersebut terdapat kecacatan, sebagaimana Hadis Rasulullah sebagai

berikut:
A L g asl o g 0 et A2 Y gl o L

Artinya : “Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya.
Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada
saudaranya sesuatu yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskannya”.
Dari hadis tersebut, Rasulullah Saw melarang pelaku usaha untuk
memperedarkan produk yang cacat , dimana hal ini sebagai wujud untuk

melindungi para konsumen dari kerugian yang dialami akibat cacat
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produk.
e. Tanggung Jawab Perspektif Figh Muamalah
Tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan tindakan ganti rugi
yang wajib dilakukan oleh seorang pelaku usaha akibat kerugian yang
telah dialami konsumen. Kerugian konsumen atau bahaya fisik yang
diderita oleh konsumen yang dikarenakan cacat produk maupun penipuan
merupakan hal yang tidak dibenarkan, maka pelaku usaha dituntut
melakukan ganti rugi. Dalam figh muamalah ganti rugi dikategorikan
menjadi lima bagian, diantaranya :
1) Ganti rugi karena kerusakan (Dhaman Itlaf).
2) Ganti kerugian karena transaksi (Dhaman ‘Aqdin).
3) Ganti rugi karena perbuatan (Dhaman Wadh’u Yadin).
4) Ganti rugi karena penahanan (Dhaman al-Hailulah).
5) Ganti rugi karena tipu daya (Dhaman al-Maghrur).

Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut
jawabir al-dharar al-badaniyah yang mencakup kehilangan jiwa,
kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. Oleh fugoha Jawabir al-
dhararal-badaniyah disebut dengan diyat (ganti rugi pembunuhan), ursy
al-mugaddarah wa gairu al-mugaddarah (denda luka yang sudah

ditetapkan dalam nash). Ganti rugi model ini sering disebut hukumatu’adl
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karena ukuran kualitas diserankan kepada otoritas peradilan yang adil*.
Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (Jawabir al-darar al-
maliyah) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya
mencakup dua hal yaitu :
1) Jawabir naqgdiyah yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai
jual barang (al-gimah).
2) Jawabir ‘ainiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan
barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang
sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap

harta orang lain secara tidak legal.

43Jaya Miharja, “ Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam,” Muamalat, no. 2(2016), 144-145
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1997/1036/4264
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang
bersifat empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang
dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala
sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam
kehidupan masyarakat . Maka dari itu penelitian hukum empiris disebut
dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Penelitian hukum
empiris merupakan suatu motode penelitian hukum yang berfungsi
untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana
bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat**. Penggunaan jenis
penelitian hukum empiris digunakan oleh penulis dikarenakan
menemukan persoalan transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan
konsumen mlijo.malang yang berupa fakta kerugian yang dialami oleh
para konsumen, konsumen yang mengalami kerugian tersebut harus

mendapatkan pertanggungjawaban pelaku usaha yang akan dikaji

4“Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80-83.
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dengan menggunakan persepektif hukum.

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis
sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum
dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Penelitian
hukum yuridis sosiologis bisa disebut dengan social-legal yang
mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai
subjek. Pendekatan yuridis sosiologis memaknai hukum sebagai hasil
pemikiran antara teks dan konteks, atau antara nash dan realitas (al-
indimaj bainan nash wa al-waqi)*.

Penelitian ini menggambarkan analisis kesesuaian bentuk
tanggung jawab pelaku usaha mlijo.malang terhadap kerugian konsumen
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Maka dari itu penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan masyarakat sebagai
subjek untuk dapat diambil informasinya dengan melakukan wawancara

kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

C. Lokasi Penelitian

4Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute,

2021), 21.
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Penelitian menggunakan objek Platform Instagram dengan nama
akun mlijo.malang yang memiliki offlinestore dengan nama sumber
jaya grosir yang berlokasi di Sumber Jaya Grosir JI. Raya Semanding
No. 24, Semanding, Sumbersekar, Kec. Dau, Kabupaten Malang.
Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan
Sumber Jaya Grosir selain melayani penjualan sembako dalam sistem
tradisonal juga melayani penjualan sembako melalui e-commerce yang
didukung dengan sistem niaga cepat. Kemudian dalam penjualan
melalui e-commerce ditemukan adanyapelanggaran hak-hak konsumen
saat melakukan transaksi.

. Sumber Data
Penggunaan sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah

dua sumberdata. Yaitu diantaranya :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan
melibatkan sumber utama seperti responden, informan dan
narasumber. Data Primer adalah sebuah data yang langsung
didapatkan dari sumber data atau dapat dikatakan sebuah data yang
dihasilkan dari pengamatan peneliti. Dalam penelitian ini data primer
diperoleh dengan melakukan metode wawancara. Wawancara dilakukan
dengan owner dan konsumen yang menjadi pelanggan dari Platform
Instagram mlijo.malang.

2. Data Sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada
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sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang
digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dalam
penelitian ini data sekunder yang diperlukan seperti :

a. Buku yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen,
hak-hak konsumen, hukum perusahaan, e-commerce, figh
muamalah dan hukum perjanjian syariah.

b. Jurnal yang berkaitan product liability, tanggung jawab
pelaku usaha, e-commerce dan perlindungan konsumen.

c. Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPer.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode ataupun cara
yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh
suatu data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan
mengumpulkan fakta - fakta sosial yang akan dijadikan sebagai bahan
kajian*®. Untuk mengumpulkan data dilapangan, teknik pengumpulan
data yang digunakan diantaranya:

1. Wawancara

46 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum (Bandung:CV.Mander Maju, 2008),166.
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Melakukan kegiatan wawancara langsung dalam pengumpulan
fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris dilakukan dengan
cara tanya jawab langsung dengan susunan pertanyaan yang disusun
dengan sistematik, jelas dan terarah sesuai dengan pembahasan
dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh
informasi yang akurat dari sumber yang telah ditetapkan
sebelumnya. Semua keterangan yang ada didapatkan dicatat
ataupun direkam dengan baik. Wawancara dalam penelitian ini
dilakukan dengan duaa pihak yang keduanya memiliki keterlibatan
dalam melakukan transaksi quick commerce mlijo.malang,
diantaranya wawancara tersebut dilakukan dengan :

a) Ridha P selaku owner di Platform Instagram Mlijo.malang.

b) Intan selaku konsumen Mlijo.malang.

c) Lailatur selaku konsumen Mlijo.malang.

d) Itsna selaku konsumen Mlijo.malang.

2. Observasi

Observasi atau survey lapangan dilakukan dengan maksud dan
tujuan untuk mengkaji hipotesis dengan cara mempelajari dan
memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dicermati dengan
mata kepala. Dalam penelitian ini observasi berdasarkan pengamatan
komplain konsumen dimulai bulan april sampai juli melalui platform

Instagram akun mlijo.malang.

52



3. Dokmentasi
Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data
peneletian  melalui  sejumlah  dokumen (informasi  yang
didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen
terekam*’. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dipelukan untuk
mendukung adalah buku-buku, catatan dan peraturan perundang-
undangan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini.
4. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setalah data
terkumpul. Menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam
kategori, menjabarakan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan
membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain*. Teknik
analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan bentuk analisis
data Huberman dan Miles dengan :
1. Reduksi Data
Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

dengan menyeleksi, memilih dan merangkum hasil wawancara

47 Rahmadi, Pengantar Metedeologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 85.
48 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta : CV. Pustaka IImu, 2020), 162.
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dengan narasumber mengenai data atau informasi yang
berkesinambungan dengan kerugian konsumen dan bentuk
tanggung jawab mlijo.malang akibat transaksi yang menyebabkan
kerugian konsumen.

2. Penyajian Data

Peneliti melakukan penyajian data yang telah dirangkum

menjadi suatu hasil informasi mengenai kesesuaian bentuk
tanggung jawab pelaku usaha mlijo.malang mengenai kerugian
konsumen dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
sehingga dapat dipahami informasinya dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu
membandingkan uraian yang dirumuskan dengan hasil anaslisis data
mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian
konsumen saat transaksi di mlijo.malang. Sedangkan verifikasi
dalam penelitian ini yaitu dengan memastikan data yang
dimasukkan sudah sesuai dengan hasil wawancara dengan

konsumen dan pelaku usaha Mlijo.malang.
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BAB IV

HASIL PENELITAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Transaksi Jual beli di platform Instagram
mlijo.malang.

Mlijo.malang merupakan sebuah Platform Instagram online yang
berada dikota Malang. Dalam Platform Instagram tersebut
menyediakan produk kebutuhan rumah tangga. Produk yang dijual
dalam Platform Instagram tersebut seperti : beras, minyak, sayuran
segar, daging, ikan segar, tempe, telur, frozen food, bahan kue, mie
instant, bumbu dapur, tepung serta buah-buahan®®. Dengan adanya
sayur online (mlijo.malang) dapat memudahkan para konsumen, karena
untuk memperoleh produk yang diinginkan konsumen dapat
melakukan pemesanan secara online melalui Platform Instagram sayur
online (mlijo.malang) dan barang yang dipesan oleh konsumen akan
diantarkan kepada konsumen.

Platform Instagram sayur online (mlijo.malang) dalam melayani

konsumen menyediakan beberapa pilihan Platform yang dapat dipilih

49 Ridha P, wawancara, (Malang, 5 Desember 2022)
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oleh konsumen, yaitu dapat melalui®:

1. Shopee (sembako.malang)

2. WhatsApp (08974220050)

3. Web Toko (sumberjayagrosir.com)

4. Tokopedia (Sembako Malang)

Latar belakang didirikannya mlijo.malang atau urgensi yang
menjadikan pelaku usaha menjualkan sayur dalam e-commerce
disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Wujud mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi
yang semakin canggih, untuk persaingan bisnis yang semakin
tinggi.

2. Perilaku kosumen yang berubah, dimana sekarang banyak
konsumen yang lebih suka belanja online daripada belanja
secara tradisional.

Sebagaimana yang dijelaskan owner mlijo.malang yaitu Ridha Putri kepada
peneliti :

“Awalnya ditoko ini memang jualan sembako saja tapi seiring
berkembangnya teknologi juga mempengaruhi perilaku konsumen yang
lebih suka belanja secara online, selain belanja online konsumen juga suka
belanja dengan one stop shopping. Jadi sebagai pelaku usaha juga harus

mengikuti dengan menyediakan jual beli melalaui platform agar tidak
tertinggal dan kalah bersaing”°!.

%0 Diakses pada 7 juli 2023,

https://instabio.cc/mlijomalang?fbclid=PAAaa5Pz0771D3pThZbIXnDwUOH]ZY x0Qz0bpEEbQpyY?2
IcCAN6JigOmHLpNA

51 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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Konsep one stop shopping adalah konsep berbelanja kebutuhan suatu

produk dalam satu tempat atau sekali pemberhentian, yaitu suatu konsep
dimana sebuah pusat perbelanjaan ataupun sejenisnya yang menyediakan
atau menjual suatu produk secara dominan dan dilengkapi dengan produk
terkait®2. One stop shopping memiliki tujuan untuk meningkatkan
penjualan dengan menciptakan serta memberikan suasana lingkungan store
yang nyaman, dan bersih, pelayanan yang ramah dengan harga yang
terjangkau, tata letak barang yang teratur dan rapi, memberikan edukasi
terhadap barang-barang serta menciptakan one stop service terhadap segala
kebutuhan®3. mlijo.malang juga menyediakan beberapa produk kebutuhan
yang sangat lengkap dengan dilatar belakangi permintaan konsumen yang
menginginkan one stop shopping.
“Mlijo malang dulu menyediakan akun terpisah untuk sayur dan sembako.
Tapi ternyata konsumen lebih menghendaki berbelanja satu akun itu yang
menyediakan banyak kebutuhan, sehingga kita ciptakan satu akun untuk
memenuhi perilaku konsumen yang suka dengan sistem belanja one stop
shopping di satu akun belanja’>*,

Konsumen dapat memperoleh produk yang diperjual belikan dalam

Platform Instagram mlijo.malang seperti : shopee, tokopedia, web

Mlijo.malang dan whatsapp dengan memilih metode pengiriman yang intant

52 Catarina Cori, Tresia, “Analisis Strategi One Stop Shopping dalam memenuhi kepuasan pelanggan
summarcon Mall Bekasi,” Cidea, no.1 (2022) :3
https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/cidea/article/view/76

53 Catarina Cori, Tresia, “Analisis Strategi One Stop Shopping dalam memenuhi kepuasan pelanggan
summarcon Mall Bekasi,” Cidea, no.1 (2022) : 6
https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/cidea/article/view/76

% Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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atau reguler. Untuk pemesanan melalui shopee dan tokopedia kurir telah
otomatis dari shopee atau tokopedia, sesuai dengan Platform Instagram
pemesanan konsumen. Untuk pemesanan melalui web dan whatsapp
menggunakan kurir pribadi milik toko.

“Untuk kurir itu otomatis tergantung Platform yang digunakan oleh
konsumen, terdapat pilihan untuk pengiriman intant atau reguler. Kalau
untuk kurir akan tergeneral dengan sendirinya entah ke grab express atau ke
shopee express. Kalau untuk pembelian melalui web toko atau melalui
whatsapp itu memakai kurir toko yang telah disediakan’°,

Mlijo.malang dalam menawarkan produk atau menjelaskan produk

kepada konsumen yaitu dengan cara memakai foto sendiri atau real picture
(gambar asli). Kemudian melakukan pengambilan video terkait produk
yang diperdagangkan dengan didukung media sosial Instagram. Hal ini
dilakukan oleh pelaku usaha karena para konsumen tidak dapat memilih
ataupun melihat secara langsung.
“Penjualan kita yang melalui online menyebabkan para konsumen tidak
dapat memilih produk secara langsung, maka kita kirimkan real picture dan
kita sediakan videonya untuk barang yang akan kita kirimkan kepada
konsumen. Untuk promosi kita dukung dengan update story di Whatsapp
dan Instagram”®®,

Mlijo.malang menggunakan sistem pengiriman cepat dikarenakan
barang yang dijual dalam Platform Instagram mlijo.malang berupa produk

sembako, sayuran dan lauk pauk. Jika tidak segera dikirimkan

dikhawatirkan akan merusak kondisi produk tersebut. Quick commerce

% Ridha P, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
% Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)

58



atau niaga cepat, merupakan sebuah sub bisnis dari e-commerce yang
memfokuskan pada pengiriman barang yang sesuai dengan permintaan
konsumen, yaitu dalam waktu singkat. Mlijo.malang menerapkan sistem
pengiriman barang yang dikirim saat itu (someday) juga dengan ketentuan
ketika para konsumen melakukan pemesanan dibawah jam 8 pagi. Untuk
pemesanan diatas jam 9 akan mengikuti pengiriman di hari berikutnya.
“Untuk pesanan konsumen langsung dikirimkan, hal ini karena produk
yang dijual belikan adalah sayuran yang mudah rusak. Maka dari itu kita
menggunakan sistem pengantaran yang cepat agar produk tersebut masih
terjaga kualitasnya. Karena kalau dikirim diatas jam 12 siang tentunya
kualitasnya menurun. Jadi kita menerima pesanan dibawah jam 8 pagi
maka akan kita kirimkan hari itu juga™®’.

Q-commerce menjanjikan pengiriman barang dengan waktu yang
singkat. Maksimal satu atau dua jam setelah barang dipesan oleh
konsumen®, Para konsumen mlijo malang dapat mendapatkan barangnya
dalam rentang waktu satu jam sampai dua jam setelah pemesanan, rentang
waktu penerimaan barang oleh konsumen juga didasarkan rute kurir yang
mengantarkan.

“Pengiriman 1 jam diperjalanan, bisa juga sampai maximal 2 jam karena
ditentukan juga letak rumah konsumen. Karena rute pengiriman dimulai
dari rumah yang terdekat dari toko™°.

Platform Instagram mlijo.malang membantu para konsumen dapat

melakukan pembelian kebutuhan rumah tangga dari rumah dan melakukan

5" Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)

% Hino Kertapati, “Mengenal Beda Quick Commerce dengan E-Commerce,” Indiekraf, 11 mei 2022,
diakses 24 juni 2023, https://indiekraf.com/mengenal-beda-quick-commerce-dengan-e-commerce/

% Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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transaksi melalui media digital tanpa harus hadir atau bertemu pihak
penjual.

Fenomena quick commerce di mlijo.malang yang menggunakan
pengiriman yang relatif singkat seharusnya tidak menyebabkan produk
tersebut cacat maupun rusak, jika sistem pengiriman cepat tersebut dapat
terealisasikan. Permasalahan konsumen yang ada di mlijo.malang yaitu
mengenai kualitas barang ataupun produk yang tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan. Misalnya sayuran yang sudah layu, udang yang sudah rusak
dan ikan yang sudah tercium bau tidak sedap. Padahal seharusnya dengan
pengiriman yang cepat tidak menyebabkan kerusakan pada produk tersebut
dikarenakan rentang waktu pengirimannya hanya satu sampai dua jam saja.
Apalagi produk tempe yang tidak mungkin akan busuk jika hanya rentang
waktu yang singkat, kecuali terdapat hal lain yang menyebabkan hal
tersebut terjadi.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti menemukan para komentar
konsumen disalah satu Platform Instagram mlijo.malang yang melakukan
komplain karena kerugian yang dialami konsumen akan ketidaksesuaian
kondisi produk. Dimana konsumen ini merasa dikecewakan dan dirugikan
oleh hal kondisi produk yang rusak. Kerusakan produk yaitu meliputi :
kondisi telur yang pecah, produk tempe yang sudah busuk, ikan yang sudah
berbau, sayur yang sudah layu dan lain sebagainya.

“Komplain yang masuk dari beberapa konsumen kebanyakan mengenai
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kondisi telur yang pecah, kondisi tempe yang busuk dan tahu yang rasanya
sudah berubah menjadi masam”®°.

Kerugian yang dialami konsumen mlijo.malang adalah produk yang
dikirimkan tersebut dalam keadaan yang rusak ketika sampai pada tangan
konsumen. Sebagai pelaku usaha mlijo.malang sudah menerapkan prinsip
kehati-hatian karena produk sebelum dikirimkan ke konsumen difoto terlebih
dahulu untuk dikirimkan kepada konsumen sebagai informasi kondisi produk
yang dikirimkan oleh mlijo.malang.

“Mlijo malang berupaya untuk menjaga kualitas barang yang dikirimkan,
karena kalau sampai menyebabkan konsumen itu kecewa dan memberi
rating yang buruk itu akan merugikan mlijo malang sendiri karena rating
akan turun. Kalau kualitas barangnya sedang turun karen cuaca atau faktor
lain, kita biasanya mengosongkan produk tersebut dan tidak dijual
belikan®?.

Berbicara kerugian yang dialami konsumen, berarti konsumen
konsumen tidak mendapat haknya sesuai dengan Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 UUPK,
konsumen berhak mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian
konsumen juga berhak mendapatkan hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pelaku usaha memahami

tentang kewajibannya dan memahami mengenai hak-hak konsumen. Karena

sebagai pelaku usaha sendiri selalu memposisikan jika pelaku usaha menjadi

¢ Ridha P, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
61 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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konsumen, yang mana jika hak-haknya tidak dipenuhi otomatis membuat
konsumen merasa dilanggar haknya. Sehingga berbicara mengenai hak-hak
konsumen pelaku usaha mlijo.malang selalu memperlakukan konsumen
dengan pantas dan baik sesuai dengan haknya sehingga tidak menimbulkan
kekecewaan tersendiri bagi konsumen. Bahkan sebagai pelaku usaha
mlijo.malang selalu melakukan konfirmasi kepada konsumen apabila barang
yang dipesan kosong. Pelaku usaha Mlijo.malang akan menawarkan
penggantian dana (refund dana) / penggantian barang jika barang yang
dipesan konsumen kosong.

“Penjualan mlijo malang ini melalui e-commerce, jadi kita berupaya untuk
memberikan pelayanan kepada konsumen sebaik mungkin agar konsumen
tidak kecewa. Kalau barang yang dipesan konsumen itu kosong Kkita
konfirmasi dulu kepada konsumen mau diganti barang lain atau diganti uang,
jadi nggak langsung dikirim apa adanya karena takut menimbulkan
kekecewaan bagi konsumen, kita harus tetap mengindahkan hak-hak
konsumen kita”®?.

Kegiatan jual beli dengan konsumen tidak dapat dilepaskan dari
unsur tanggung jawab sebagai pelaku usaha atas kerugian yang dialami
konsumen. Pelaku usaha berkewajiban melakukan ganti rugi apabila terdapat
konsumen yang dirugikan akibat barang dan/atau jasa yang dihasilknnya.
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut %,

62 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
83 pasal 1365 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata
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Secara perdata tanggung jawab produk (product liability) merupakan
tanggung jawab dari produsen dan pihak-pihak yang menyalurkannya untuk
membayar ganti rugi kerugian secara tanggung renteng seluruhnya.
Tanggung jawab ini juga bersifat mutlak atau tanggung jawab tanpa
kesalahan (liability without fault)®.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas
segala kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk yang dibawanya
kedalam peredaran sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mlijo.malang telah
mengetahui mengenai adanya peraturan tentang perlindungan konsumen dan
pelaku usaha juga memahami menganai kewajibannya.

“Megenai undang-undang perlindungan konsumen mengetahui tapi untuk
detailnya kurang memahami untuk kewajibannya pun sudah berusaha untuk
melaksanakan dengan sebaiknya”®,

Penerapan tanggung jawab atas kerugian konsumen itu diprediksi,
dilihat dan dicari penyebabnya terlebih dahulu. Permasalahan yang
menyebabkan konsumen mengalami kerugian tersebut berasal dari pelaku
usaha, konsumen atau bahkan dari pihak ketiga yaitu Kkurir yang
mengantarkannya.

“Pelaku usaha selalu berupaya untuk bertanggung jawab akan semua

permasalahan yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian, akan
tetapi juga harus diprediksi dan ditelusuri, kerugian ini disebabkan oleh

8 Rudolf S. Mamengko, “Product Liability & Profesiomal Liability di Indonesia,” Jurnal 1lmu Hukum,
n0.9(2016):6.
% Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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pihak yang mana’®,
Pelaku usaha mlijo.malang memberikan ganti rugi terhadap kerugian

yang dialami oleh konsumen jika memang kerugian tersebut disebabkan oleh
pelaku usaha, tetapi tidak dengan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen
sendiri. Seperti halnya kasus yang terjadi pada konsumen mlijo malang yang
membeli telur 10 kg tanpa menambahkan extra packing yang berupa tray
atau peti, padahal dalam deskripsi sudah dicantumkan instruksi untuk
packing lebih aman tambahkan tray. Sehingga ketika dikirimkan telur
tersebut hanya dipacking menggunakan kardus dan terjadilah kerugian yang
dialami konsumen dengan bentuk telur tersebut pecah 2kg. Dalam hal ini
pelaku usaha mlijo.malang tidak dapat bertanggung jawab, karena pelaku
usaha mengirimkan telur tersebut dalam keadaan yang baik yang dapat
dibuktikan dengan adanya cctv di toko. Alasan lain pelaku usaha
mlijo.malang tidak melakukan ganti rugi karena sebagai konsumen lalai
untuk membaca dan menaati peraturan yang sudah dicantumkan.
“Dideskripsi produk telur sudah dicantumkan untuk lebih aman beli tray
untuk packingnya, apabila konsumen tidak menambah tray dan terjadi
kerusakan maka kerusakan ditanggung konsumen dan pelaku usaha tidak
dapat mengganti kerugian. Pelaku usaha akan mengganti kerusakan telur
apabila konsumen sudah menambah tray untuk pengirimannya”®’.

Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha mlijo.malang adalah

berupa pengembalian dana sesuai dengan nilai barang yang tidak sesuai

dengan perjanjian (rusak) dengan cara transfer melalui ShopeePay. Hal ini

8 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
67 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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dipilih oleh pelaku usaha mlijo.malang karena pengembalian dana lebih
menekan biaya ganti rugi yang lebih besar lagi yang dibebankan diongkir
untuk pengiriman barang sebagai ganti rugi.

“Ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak mlijo malang yaitu berupa
pengembalian dana sesuai nilai barang, karena pengembalian dana lebih
efisien untuk menanggung ganti kerugian yang lebih besar. Kalo
penggantian barang akan lebih mengeluarkan ganti rugi yang lebih besar
karena ada tambahan biaya ongkir. Misalnya ganti kerugian barang yang
rusak nilainya Rp.5.000 dan ongkirnya Rp.15.000 itukan nambah kerugian
bagi pelaku usaha, maka dari itu lebih melakukan penggantian uang dengan
transfer melalui ShopeePay”%®.

B. Tanggung Jawab Mlijo.malang Terhadap Kerugian Konsumen
Menurut UU Perlindungan Konsumen
Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, maka terciptanya suatu kepastian hukum
yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan
konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut.
Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi
setidaknya undang-undang ini dapat menjadi perlindugan kepentingan para
stakeholder®. Dalam UUPK Pasal 1 Ayat (2) mendifinisikan konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

% Yudha Hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
(Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” Buletin limiah Litbang Perdagangan, no.2
(2011): 181 https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/download/127/85/
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makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perannya sebagai
konsumen memiliki hak dan kewajibannya yang diatur dalam UUPK.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 4 ayat (3) konsumen
memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa’t. Dalam hasil wawancara yang dilakukan
oleh peneliti, para konsumen yang melakukan transaksi di Mlijo.malang
telah memperoleh haknya atas informasi yang benar, karena sebagai pelaku
usaha mlijo.malang yang para konsumennya tidak dapat melihat kondisi
barang secara langsung, pelaku usaha mlijo.malang melakukan foto dan
mengirimkan kondisi produk ke konsumen melalui chat sebelum produk
tersebut dikirimkan. Ketika produk yang sampai ke konsumen dalam
keadaan rusak, biasanya disebabkan oleh faktor kurang kehati-hatiannya
kurir yang mengirimkan. Dalam transaksi yang dilakukan dengan
mlijo.malang, konsumen sudah mendapatkan informasi yang benar dan
jelas, dimana dalam platform belanja tersebut telah dicantumkan mengenai
ketentuan atau kontrak yang harus ditaati oleh konsumen, berarti konsumen
telah mendapatkan hak nya atas informasi yang benar, jelas dan jujur.

Pasal 5 Ayat (a) konsumen wajib untuk membaca atau

mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan

0 Pasal 1 ayat 2 undang — undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
"1 Pasal 4 ayat 2 undang — undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

66



barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Seperti kasus yang
terjadi di mlijo.malang, dalam kasus tersebut terdapat konsumen yang
melakukan pembelian telur dengan jumlah 10 kg akan tetapi konsumen
tidak membaca deskripsi, padahal dalam deskripsi telah dicantumkan
himbauan untuk packing telur lebih aman tambahkan atau menambahkan
extra packing. Kondisi yang seharusnya telur tersebut menggunakan peti,
karena kelalaian konsumen tidak menambahkan extra packing membuat
pengiriman telur dilakukan dengan menggunakan kardus, sehingga ketika
telur sampai ke konsumen, telur tersebut pecah sebanyak 2 kg. Dari kasus
tersebut kerugian yang dialami konsumen bukan tanggung jawab pelaku
usaha, melainkan merupakan resiko yang harus diterima oleh konsumen
dan pelaku usaha mlijo.malang tidak bertanggung jawab, karena dalam ini
konsumen telah melalaikan kewajibannya. Pembuktian atas adanya aspek
kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan tanggung jawab pelaku
usaha bukan konsumen yang melakukan pembuktian akan kesalahan
pelaku usaha, akan tetapi pelaku usaha yang membuktikan ada atau
tidaknya unsur kesalahan tersebut.

Product liability atau tanggung jawab produk merupakan
tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk
produk yang dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau
menyebabkan kerugian karena cacat dan melekat pada produk tersebut.

Dalam hal ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian
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konsumen. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagai wujud
kewajibannya diatur dalam UUPK Pasal 7 Ayat (f) yang wajib memberi
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha tersebut berkaitan dengan
adanya hak konsumen dalam Pasal 4 Ayat (8) dimana konsumen memiliki
hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya. Pihak pelaku usaha Mlijo.malang sudah
beriktikad baik untuk bertanggung jawab mengganti kerugian konsumen
yang disebabkan karena suatu produk yang rusak dengan cara melakukan
penggantian nilai produk.

Kerugian konsumen berupa kondisi tempe yang sampai kepada
konsumen sudah dalam keadaan busuk dan tahu yang sudah masam, pelaku
usaha memilih untuk melakukan ganti rugi berupa pengembalian uang
sesuai dengan nilai barang tersebut. Pelaku usaha mlijo.malang akan
melakukan ganti rugi berupa pengembalian uang sesuai dengan nilai barang
yang rusak tersebut.

“Untuk semua permasalahan diselesaikan, akan diganti kerugian jika
memang itu disebabkan oleh mlijo malang. Penyelesaian ganti rugi dalam

bentuk pengembalian dana dengan transfer melalui ShopeePay karena kalau
diganti barang akan mengeluaran ongkir untuk ganti kerugian”’,

2 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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Bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah sesuai
dengan UUPK Pasal 19 ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau
jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pelaku usaha Mlijo.malang memilih ganti rugi
dengan melakukan pengembalian dana. Hal ini dirasa lebih efektif dari pada
penggantian barang. Ketika melakukan pengembalian barang pelaku usaha
akan mengeluarkan ganti rugi yang lebih besar lagi, karena akan ada biaya
ongkir yang dibebankan kepada pelaku usaha. Sehingga ganti rugi pelaku
usaha terhadap kerugian konsumen akan lebih besar, yang terkadang nilai
produk yang diganti dengan ongkir yang dikeluarkan tidak sepadan.

Mlijo.malang tidak merasa keberatan akan adanya tanggung
jawab pelaku usaha karena kerugian yang dialami konsumen, pelaku usaha
mlijo.malang menganggap bahwa memang tangung jawab tersebut adalah
keajibannya sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku usaha memang ada dua
hal kemungkina yaitu laba dan rugi.

“Untuk merasa dirugikan tidak, karena itu sudah kewajiban yang harus
diterima oleh pelaku usaha karena melakukan transaksi melalui e-
commerce. Sebagai pelaku usaha secara offline store juga terjadi kerugian
seperti barang yang sudah kadaluwarsa, dicuri orang. Tapi memang
namanya penjual harus sudah siap dan gak boleh keberatan, karena itu pasti

ada laba dan rugi. Ganti kerugian ini juga sebagai membangun nama dan
citra baik toko kami sehingga dapat menarik minat para pelanggan kalau
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pelayanan kita baik” 2,

6. Kesesuaian upaya tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian
konsumen mlijo.malang ditinjau menurut figh muamalah.

Dalam figh muamalah, jual beli merupakan suatu aktivias manusia

yang diperbolehkan kecuali terdapat nash/dalil yang mengharamkannya.

Sebagaimana kaidah yang menjadi landasan bermuamalah :
£ty Ol o 5 a5 dowall Cslably 35aall & oVl

Artinya : Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah
sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.
(’lamul Muwagqi’in, 1/344).

Sistem jual beli mlijo.malang melalu e-commerce dengan menggunakan
sistem quick commerce tentu diperbolehkan. Transaksi ini disamakan dengan
jual beli salam, yang secara terminologi para ulama mendefinisikan salam
adalah dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau
menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih

awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari’*. Sebagaimana

firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Bagarah : 282

PRI ENA J}\ J u,.x, (,M,m 13 12T 2l ST G

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber Muamalah tidak

8 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
4 Fahmi al Amruzi, Fikin Muamalah (Yogykarta: K-Media, 2020), 120
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secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
(Q.S. Al-Bagarah : 282).

Praktik jual beli mlijo.malang tentu saja diperbolehkan, dengan
ketentuan berdasarakan dengan syariat Islam. Yang memenuhi rukun, syarat
dan prinsip syariah. Dalam rukun salam tentunya terdapat : pembeli
(musalam), penjual (musala ilaih), akad (sighah) dan barang yang dipesan
(muslam ilaih). Kemudian syarat salam yaitu : 1) pembayaran dilakukan
dengan kontan, 2) komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, 3)
waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, 4) penyerahan uang
dilakukan dalam satu majelis. Kemudian juga harus berdasarkan prinsip
syariah yaitu ketika jual beli harus didasarkan pada ketakwaan kepada allah
Swt, diterapkannya akhlak dan moral yang baik (jujur, amanah, keridhaan
dan tangung jawab) dan terhindarnya dari suatu transaksi yang dilarang
seperti halnya riba, penipuan, paksaan dan ketidakjelasan. Pelaku usaha
Mlijo.malang cukup memahami mengenai transaksi sesuai dengan konsep
figh muamalah.

“Berdasarkan prinsip figh muamalah kurang memahami, setau pelaku usaha
sesuai syariat itu ada akad bahwa saya menjual dan dia membeli kemudian
sepakat dengan harga dan mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian
awal”.”:

Suatu transaksi ketika memenuhi semua unsur rukun, syarat, dan

prinsip menjadi suatu transaksi yang sah, kecuali adanya suatu faktor yang

menyebabkan suatu transaksi tersebut tidak sah. Misalnya adanya kecacatan

5 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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yang terdapat dalam produk tersebut sehingga menyebabkan ketidakridhaan
salah satu pihak. Hal tersebut menyebabkan transaksi tersebut menjadi
fasad (rusak). Dalam kasus Mlijo.malang awalnya transaksi nya merupakan
transaksi yang sah, dimana dalam transaksi tersebut rukun salam sudah
terpenuhi, yaitu diantaranya rukun salam adalah :

1) Pembeli (musalam).

2) Penjual (musala ilaih).

3) Akad (sighah).

4) Barang yang dipesan (muslam ilaih).

Prinsip bermuamalah Q.S. An-Nisa : 29

S 5 12 5 585 T Y] by 28 1S W8 VT 5 G

) rfv Rt :)\ & S s

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.

Mengenai prinsip tersebut mlijo.malang sudah berupaya untuk melakukan
perniagaan dengan berlandaskan suka sama suka, hal ini dibuktikan dengan
cara mlijo.malang yang menginfokan kondisi produk kepada konsumen
dengan cara difoto dan dikirimkan ke konsumen sebelum dilakukan

pengiriman kepada konsumen. Selain itu, terkait produk yang kualitasnya
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kurang bagus, mlijo.malang memilih alternatif untuk mengkosongkan stok,
sehingga tidak mengeceakan konsumen dan terciptanya perasaan suka sama
suka.

Kasus yang terjadi di mlijo.malang barang yang sampai di konsumen
merupakan barang yang rusak. Barang yang sampai ke konsumen adalah
sayuran yang layu, tempe yang sudah busuk, telur yang pecah, ikan yang
sudah tidak segar, sehingga hal ini menyebabkan konsumen mengalami
kerugian dan menimbulkan perasaaan ketidakridhaan konsumen dalam
transaksi ini. Dalam Islam Perasaan ketidakridhaan konsumen menjadikan
transaksi ini menjadi transaksi yang fasad (rusak).

Sistem pengiriman yang cepat dengan rentang waktu sekitar satu
sampai dua jam seharusnya tidak sampai menyebabkan tempe busuk
dijalan. Penyebab tempe yang sampai pada konsumen busuk dapat
disebabkan karena kurang telitinya pihak mlijo.malang untuk mengecek
kondisi tempe  tersebut. Hal tersebut bukan disengaja oleh pihak
mlijo.malang karena jika disengaja hal tersebut pada akhirnya akan
membuat pelaku usaha mlijo malang tetap mengganti kerugian.

Kerugian konsumen mengenai tahu yang rasanya sudah berubah
menjadi masam itupun diluar kehendak pelaku usaha mlijo malang, karena
tahu tersebut dalam kemasan dan tidak dapat diperkirakan rasanya.
Sehingga yang dapat mengetahui tahu rasanya masam hanya konsumen

yang mengkonsumsinya.
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Sehingga dalam Islam perkara kerugian konsumen mengenai tempe
yang busuk dan tahu yang rasanya masam tidak disengaja dan bukan berupa
sebuah penipuan yang sengaja dilakukan oleh pelaku usaha. Karena dalam
Islam sendiri jual beli harus terhindarkan dari adanya unsur penipuan
(tadlis). Untuk produk tempe dan tahu dapat dibuktikan karena keduanya
ada label yang menunjukkan bahwa memang benar produk mlijo.malang.

Kasus telur yang pecah bukan merupakan sebuah penipuan yang
sengaja dilakukan oleh pihak mlijo.malang karena sebagai pelaku usaha
dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar mengirimkan kondisi telur
yang bagus. Hal tersebut dapat dibukitikan dengan cctv yang terpasang
ditoko, sehingga sulit untuk disabotase.

“Sebagai pelaku usaha kami memiliki cctv diruang packing, hal ini
sebagai bukti memang kami mengirimkan produk dalam keadaan baik.
Kalau divideo mungkin masih ada prasangka untuk dicurangi tapi kalau
dicctv sudah pasti susah untuk disabotasenya”’®.

Sebagai pelaku usaha tidak khawatir akan adanya unsur penipuan dari
pihak konsumen karena tahu dan tempe yang dijual belikan oleh pelaku
usaha memiliki merk sehingga penipuan dapat terminimalisirkan, tapi untuk
telur karena tidak ada merk masih memungkinkan untuk dicurangi. Maka
dari itu pelaku usaha tidak mengganti kerusaka telur yang tidak disertai
tray.

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen,

76 Ridha Putri, wawancara, (Malang, 22 Juni 2023)
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pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu hak yang istimewa berupa diberikan
kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau
membatalkannya . Terdapat tiga khiyar diantaranya :

1) Khiyar majelis merupakan hak bagi para pihak (penjual dan pembeli)
yang melakukan akad untuk membatalkan atau meneruskan akad
ketika para pihak masih berada dalam satu tempat (majelis) dan para
pihak belum berpisah.

2) Khiyar syarat suatu kondisi yang memperbolehkan salah satu pihak
atau masing - masing pihak memiliki hak atas pembatalan atau
penetapan akad yang dilakukan dalam rentang waktu yang
ditentukan.

3) Khiyar aib merupakan keadanh yang memperbolehkan salah satu
pihak yang berakad memilih hak untuk membatalkan ataupun
meneruskan akad ketika ditemukan aib (cacat) pada objek akad yang
tidak diketahui saat terjadinya akad.

Kasus konsumen di mlijo.malang yang menerima produk dalam
keadaan rusak , menurut perspektif figh muamalah diperolehkan untuk
melakukan khiyar aib, dimana konsumen mlijo.malang dapat melakukan
membatalan akad karena produk yang rusak atau cacat. Hal ini dilakukan

agar transaksi yang dilakukan menjadi transaksi yang terhindar dari transaki

" Rahman Subha, Disa Nusia Nisrina, Nurahida,dkk, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli
online (suatu kajian uupk, etika bisnis islam dan hukum islam),” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,no.2
(2020):104. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v5i2.452
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yang dilarang oleh syariat. Dalam syariat Islam segala kemudharatan dalam
bermuamalah harus dihilangkan, karena tujuan muamalah yaitu menarik
manfaat. Pelaku usaha bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi
kepada konsumen mlijo.malang yang mengalami kerugian. Ganti rugi yang
dilakukan mlijo.malang merupakan ganti rugi karena kerusakan (Dhaman
Itlaf). Hal ini dikarenakan kerugian yang dialami konsumen berupa
kerusakan produk , seperti halnya sayur kangkung yang layu, ikan yang tidak
segar, telur pecah dan tempe yang busuk. Dhaman memiliki tujuan yaitu
untuk memberi ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang
diderita. Dalam figh muamalah adapun hitungan atau perkiraan ganti rugi
bisa mengacu pada beberapa model berikut’®:
1) Perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (al-taqdir).
2) Penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim (al-taqdir al-
gadai).
3) Ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-
Undang (al-taqdir al-syar 7).
Pelaku usaha mlijo.malang sudah memenuhi konsep figh muamalah,
ganti rugi oleh pelaku usaha diwujudkan dengan melakukan pengembalian
dana kepada konsumen sesuai dengan nilai produk yang menyebabkan

konsumen mengalami kerugian. Bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh

"8 Jaya Miharja, “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam,”Muamalat, no.2 (2016):144-145
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1997/1036/4264
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mlijo.malang tergolongkan kepada Jawabir nagdiyah (Pengembalian dana
sesuai dengan nilai jual barang).
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha mlijo malang sudah menerapkan kewajibannya dengan
bertanggung jawab mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen.
Kerugian yang dialami konsumen berupa : sayur yang layu, tempe yang
busuk, telur yang pecah, ikan yang tidak segar dan tahu yang sudah
berubah rasa menjadi masam. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha
sudah sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (2), dimana pelaku usaha
mengganti kerugian konsumen dengan bentuk pengembalian dana. Akan
tetapi sebagai pelaku usaha tidak selamanya melakukan tanggung jawab
mengenai semua kerugian yang dialami oleh konsumen. Tentunya
ditinjau terlebih dahulu penyebab konsumen mengalami kerugian,
mlijo.malang tidak mengganti kerugian terhadap produk yang rusak yang
tidak disertai extra packing saat melakukan pembelian.

2. Tanggung jawab pelaku usaha mlijo.malang digolongkan bentuk Dhaman
Itlaf (ganti rugi karena kerusakan). Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku
usaha mlijo.malang dalam bentuk pengembalian dana ini diperbolehkan

dan tergolongkan jawabir naqgdiyah yaitu berupa ganti rugi dengan
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mengembalikan nilai jual barang (al-gimah).

B. Saran

Konsumen juga harus memperhatikan kewajibannya, sebagaimana
Pasal 5 ayat (a) UUPK yang berbunyi konsumen berkewajiban membaca atau
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Sebagai pelaku usaha
mlijo.malang tidak dapat melakukan ganti rugi kerusakan barang karena
konsumen tidak menambahahkan extra packing pada saat pembelian, padahal
pelaku usaha mlijo.malang telah mencantumkan himbauan di deskripsi yang
perlu ditaati oleh konsumen. Sehingga kerusakan produk menjadi resiko
konsumen karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 5 Ayat
() UUPK. Untuk itu sebagai konsumen juga harus lebih berhati-hati dan
memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, karena jika tidak hal
tersebut akan merugikan diri konsumen sendiri.

Pelaku usaha juga harus memberi cap/ melabeli produk agar terhindar
dari unsur prnipuan. Tujuan dari malebeli produk adalah agar dapat diketahui
bahwa produk yang rusak itu benar produk dari mlijo.malang, karena kalau
tidak takut ada unsur kecurangan yang seharusnya produk baik-baik saja
ditukar dengan produk rusak dari pihak lain dengan tujuan mendapatkan
keuntungan. Agar pula tanggung jawab pelaku usaha mlijo.malang tepat

sasaran.
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Yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan “Tanggung
Jawab Pelaku Usaha dalam Sistem Transaksi Quick Commerce Modern”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Malang, 21 Juni 2023

lijo Malang

dha Putri

Gambar 1. Surat Keterangan Wawancara

86



Gambar 2 . Konsumen Intan dengan kurir

Gambar 3. Sayuran dari mlijo.malang

87



Gambar 4. Wawancara peneliti dengan konsumen Intan

a prxxAK| 0

Kualitas: kangkung stok lama, gak bisa dimasak

KANGKUNG SEGAR 1 IKAT [GOJEK...
% Variation: FRESH (AKAR)

15-12-2021 13:27 | Variasi: FRESH (AKAR)

Gambar 5. Komentar konsumen 1
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kasihkarunia197 : 0

[t Langganan

Ukuran/Berat: kecil

Kualitas: tempenya busuk

Harga: ok

respon penjual tidak ada. yg di kirim tempenya
busuk. tlg next jgn di kirim yg busuk. kasihlah yg

fresh. kalo seprti ini yg di rugikan pihak
customer. bukan sellernya

TEMPE KEDELAI SANAN ASLI MAL...

Gambar 6. Komentar konsumen 2

‘ marmara.atelier 0

Overall good, tapi giliran dapet udang yang bekas
frozen. Kepalanya udh merah2, cairannya udh
item, dan dagingnya bener2 duhhh nggak fresh
pokoknya, bingung juga mau diapain udang jelek
gini. Mana harganya kek udah segar lagii &

& Q Kentang Lokal Segar 500 Gr
24-10-2022 15:35

Gambar 7. Komentar konsumen 3
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Harga: -

Kualitas: -

Ukuran/Berat: 1 kg

Bingung hrs kasih komen apa. lkan sy terima
siang sdh bau/busuk banget, tdk bisa dimasak &
hrs dibuang. Mungkin kelamaan jeda waktu
pengemasan dan pengiriman. Soal packing,
harap ikan tdk dijadikan satu dlm kardus dg

pesanan yg lain. Semua belanjaan jadi bau amis
dan basah semua kena tetesan ikan.

10-08-2021 15:43
Gambar 8. Komentar konsumen 4
6 sprasetyojuwono uﬁ Membantu -

Kualitas:tidak bagus busuk semua, ini jualan
tempe malang apa juan tempe busuk

29-06-2023 14:02

Gambar 9. Komentar konsumen 5
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Gambar 11. Wawancara dengan pelaku usaha Mlijo.malang
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e Milijo Malang - Sayur dan Buah D

& instabio.c

y \’,\
MLIJO
MALANG

Milijo Malang - Sayur dan Buah Segar

Shopee

WhatsApp

Web Toko

Tokopedia

Gambar 12. Website resmi Platform Instagram Mlijo.malang

Gambar 13. Syarat dan Ketentuan Order



® PENTING MOHON DIBACA ®

‘& Harga kami menyesuaikan pasar, apabila ada
kenaikan atau penurunan harga akan dikonfirmasi ke
pembeli.

“& Jika produk mengalami kenaikan harga yang
signifikan pembeli bisa memilih untuk refund atau
pengurangan berat produk.

“& Untuk stok yang kosong akan dikonfirmasi, pembeli
bisa memilih untuk diganti dengan produk lain atau
refund. Dana bisa dikembalikan dengan dimasukkan
kedalam paket ataupun transfer shopeepay.

“% Nomor HP harap selalu aktif untuk memudahkan
pengiriman.

‘& Barang yang kami jual dijamin fresh. Apabila ada
yang kurang berkenan dimohon untuk chat terlebih
dahulu dan tunjukkan video unboxing produk dan
mohon bijaksana dalam memberikan penilaian.

Gambar 14. Syarat dan Ketentuan Barang

Deskripsi

LEBIH AMAN BELI TRAY UNTUK PACKINGNYA.

1 tray muat 2 kg, pilih variasi extra packing jika ingin
membeli tray.

Harga tray Rp. 2.000/pasang.

GO SEND ONLY i»

Telur ayam lokal ras (bukan ayam kampung)

Harga per kg. Stok selalu baru setiap hari. Tidak stok
dim jumlah banyak untuk menjaga produk tetap fresh
setiap hari. ==

Update harga setiap hari.

Gambar 15. Deskripsi Pembelian Produk Telur
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Tabel 2. Pertanyaan pra penelitian

No Pertanyaan

1 | Apakah selama ini sebagai pelaku usaha menemukan konsumen yang
melakukan pengaduan terkait produk yang dijual di Mlijo.malang?

2 | Biasanya terkait produk apa yang menjadikan para konsumen itu melakukan
pengaduan?

Tabel 3. Pertanyaan kepada konsumen

No Pertanyaan

1 | Apakah anda pernah melakukan belanja sayuran melalui suatu Platform
Instagram ? Dan Platform Instagram apa yang anda pakai untuk
melakukan belanja sayuran?

2 | Apakah keuntungan yang anda dapatkan ketika belanja sayuran melalui
Platform Instagram Mlijo.malang?

3 | Bagaimana kualitas produk yang dikirimkan dari Platform Instagram

Mlijo.malang?

Tabel 4. Pertanyaan wawancara kepada pelaku usaha Mlijo.malang

No Pertanyaan

1 | Apakah sebagai pelaku usaha mengetahui adanya peraturan tentang
pelindungan konsumen yang tercantum dalam undang - undang nomor 8
tahun 1999 temtang perindungan konsumen?

2 | Apakah sebagai pelaku usaha memahami transaksi sesuai dengan konsep figh
muamalah?

3 | Apakah sebagai pelaku usaha memahami mengenai kewajibannya ?

4 | Apakah sebagai pelaku usaha memahami tentang hak - hak konsumen?

5 | Apa yang melatar belakangi didirikan Platform Instagram Mlijo.malang?

6 | Produk apa yang pelaku usaha sediakan dalam platfom tersebut?

7 Bagaimana cara Mlijo.malang menawarkan barang kepada konsumen?
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8 | Bagaimana cara agar konsumen dapat memperoleh barang yang dijual
diPlatform Instagram Mlijo.malang?

9 | Apakah Platform Instagram  Mlijo.malang menerapkan suatu sistem
pengantaran yang cepat kepada konsumen dan Siapa yang mengantarkan
barang dari pelaku usaha hingga sampai kepada konsumen?

10 | Berapa lama waktu yang dibutuhkan konsumen untuk menunggu barang yang
dikirimkan oleh Platform Instagram Mlijo.malang?

11 | Apakah barang yang dipesan oleh konsumen akan dikirimkan saat itu juga?

12 | Apakah selaku pelaku usaha sudah menerapkan prinsip kehati - hatian dalam
melayani konsumen?

13 | Apakah selama ini terdapat komplain dari konsumen mengenai pengiriman
barang yang lama dan tidak tepat waktu?

14 | Apakah selama ini terdapat konsumen yang komplain akibat barang yang
diterima tidak sesuai atau rusak? Barang apa yang dikomplainkan konsumen
karena rusak?

15 | Bagaimana cara pelaku usaha Mlijo.malang menanggapi terkait komplain
barang yang rusak?

16 | Apa yang menjadi penyebab barang yang diterima oleh konsumen tersebut
rusak?

17 | Apakah sebagai pelaku usaha sudah menerapkan tanggung jawab Kketika
terdapat kerusakan pada produknya yang menyebabkan kerugian bagi
konsumen?

18 | Dalam bentuk apa pelaku usaha bertanggung jawab akibat barang yang rusak
kepada konsumen dan apakah ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab
pelaku usaha memberatkan bagi Mlijo.malang ?

Tabel 5. Komplain Konsumen dan Respon Penjual
No | Konsumen Komplain Respon Mlijo.malang | Ganti kerugian
1 | Konsumenl1 | Produk yang tidak | Semua kesalahan dari | Tidak ada

sesuai dengan iklan. | Mlijo.malang akan | ganti kerugian.
Produk kulit ayam | ditanggung tanpa

yang ditawarkan | biaya sedikitpun.

tanpa lemak ternyata | Tetapi tidak ada bukti

lebih banyak | saat komplain, jadi

lemaknya. Mlijo.malang belm
dapat mengganti
kerugian.
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Konsumen 2

Telur saat sampai
pecah 15 butir

Dari Mlijo.malang
barag yang dikirimkan
dalam keaadaan utuh,
gosend nya yang bawa
kurang hati-hati. Dan

konsumen tidak
menambah peti untuk
pengiriman jadi

dikirim menggunakan
kardus

Tidak ada
ganti kerugian.

Konsumen 3

Telur pecah dan
dikira mau diganti
ternyata diluar
dugaan. Susu aja
pakingnya  sampai
rusak.

Mlijo.malang  sudah
mengirimkan  dalam
keadaan  baik. Di
deskripsi juga sudah
disebutkan pakai extra
packing kalau mau
aman.

Tidak ada
ganti kerugian.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

Tempat Tanggal Lahir
Alamat

No. Telpon

Email

: Lin Lie Bintan Illa

: Madiun, 14 April 2001

: Ds. Krebet, Rt/Rw 05/01, Pilangkenceng, Madiun.
: 081212567369

: linliebintan@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006 - 2007

2007 - 2013

2013 - 2016

2016 - 2019

2019 - 2023

: RA Al - Hidayah

: MI Al - Amin

: MTs Negeri 12 Madiun

: MA Negeri 2 Kota Madiun

: UIN Mailana Malik Ibrahim Malang
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